
SULTENG RAYA - Ke-
pala Perwakilan Kantor 
Ekonomi dan Perdagan-
gan Taipei (TETO) di 
Indonesia, Bruce Hung, 
menyatakan bangga Tai-
wan telah menjadi mi-
tra dagang terbesar ke-10 
Indonesia dan sumber 
investasi asing yang signi-
fi kan dengan perdagangan 
bilateral mencapai hampir 
US$11 miliar pada 2024.

“Dari sisi hubungan an-
tar masyarakat, lebih dari 
320.000 pekerja migran In-
donesia dan 18.000 pelajar 

Indonesia kini mengang-
gap Taiwan sebagai rumah 
mereka,” katanya dalam 
pidato pada Perayaan Hari 
Nasional ke-114 Republic 
of China (Taiwan) di Ja-
karta, Selasa (7/10/2025) 
malam.

Ia juga mengemukakan, 
Taiwan dan Indonesia 
telah menjalin hubungan 
yang erat dalam perdagan-
gan, investasi, pendidikan, 
dan yang terpenting, hu-
bungan antar masyarakat 

KAMIS, 9 OKTOBER 2025

Baca TAIWAN... HAL. 7

Surat usulan yang dituju-
kan kepada Gubernur Su-
lawesi Tengah itu memuat 
lampiran mencengangkan: 
sebanyak 53 titik Wilay-
ah Pertambangan Rakyat 
(WPR) di 22 kecamatan, 
dengan total luas mencapai 
355.934,25 hektar atau lebih 
dari setengah luas wilayah 

Kabupaten Parigi Moutong 
yang mencapai 623.185 hek-
tar.

Kebijakan tersebut menu-
ai kritik dari berbagai kalan-
gan, termasuk dari anggota 
DPRD Sulawesi Tengah 
Dapil Parigi Moutong, H. 
Suardi. Ia menilai, lang-
kah Bupati Parigi Moutong 

bertentangan dengan arah 
kebijakan nasional yang 
digariskan dalam Asta Cita 
Presiden Prabowo Subianto, 
khususnya pada misi kedua 
yang menekankan kemandi-
rian bangsa melalui swasem-
bada pangan, energi, dan air.

“Surat usulan WPR itu 
tidak sejalan dengan Asta 
Cita Presiden Prabowo yang 
menekankan kemandirian 
pangan nasional melalui 
program ekstensifi kasi per-
tanian. Pemerintah pusat 
tahun ini justru memberi-
kan dukungan besar un-
tuk pencetakan sawah baru 
seluas 10 ribu hektar di 

Provinsi Sulawesi Tengah 
dan 400 hektar diantaranya 
di Kabupaten Parigi Mou-
tong,” ujar Suardi, Rabu 
(8/10/2025).

Politisi Partai Demokrat 
yang juga menjabat sebagai 
Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan (KTNA) Kabupa-
ten Parigi Moutong itu men-
ambahkan, dengan program 
pencetakan sawah baru, luas 
lahan produktif di Parigi 
Moutong akan meningkat 
dari 27.345 hektar menjadi 
27.745 hektar.

Menurutnya, langkah 
memperluas area pertanian 
selaras dengan visi peme-

rintah pusat untuk mem-
perkuat ketahanan pangan 
nasional.

 “Parigi Moutong dikenal 
sebagai lumbung pangan 
Sulawesi Tengah. Namun 
jika usulan WPR seluas itu 
benar-benar direalisasikan, 
maka predikat lumbung 
pangan bisa saja tinggal 
kenangan,” tegasnya.

Kritik serupa juga datang 
dari Fraksi Keadilan Rakyat 
DPRD Parigi Moutong, yang 
merupakan gabungan dari 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dan Hanura. Ketua 

Usulan WPR Parmout Bertentangan        
                dengan Asta Cita Prabowo

SULTENG RAYA - Rencana perubahan 
Wilayah Pertambangan (WP) yang diusulkan 
oleh Bupati Parigi Moutong (Parmout), Erwin 
Burase, tengah menjadi sorotan tajam publik.

SULTENG RAYA  - Ba-
dan Penanggulangan Benca-
na Daerah (BPBD) Provinsi 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
melaporkan satu jembatan 
di Desa Bongka Koi, Keca-

matan Ulubongka, Kabupa-
ten Tojo Una-una (Touna), 
terputus akibat banjir yang 
dipicu hujan deras, sehing-
ga mengisolasi delapan desa 
di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD 
Sulawesi Tengah Akris Fat-
tah Yunus dalam keteran-
gan tertulis di Palu, Rabu, 
menyebutkan banjir terja-
di pada Senin (6/10) sore 

setelah wilayah Kecamatan 
Ulubongka diguyur hujan 
dengan intensitas tinggi.

Ia mengatakan kondisi 
tersebut menyebabkan lu-
apan air merusak jembatan 

utama yang menjadi peng-
hubung antar desa.

“Akibat putusnya jem-
batan tersebut, delapan desa 

Delapan Desa di Touna Terisolasi
Akibat Jembatan Putus

SATU UNIT jembatan di Desa Bongka Koi, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, terputus akibat banjir yang dipicu hujan deras. ANTARA/HO-BPBD SULTENG

SULTENG RAYA - 
Rangkaian The 41st Heads 
of ASEAN Power Utili-
ties/Authorities (HAPUA) 
Council Meeting di La-
buan Bajo, Nusa Tengga-
ra Timur, resmi berakhir 
pada Jumat (3/10/2025). 
Penyelenggaraan forum 
ini mendapat apresiasi 
dari perwakilan utilitas 
ketenagalistrikan ASEAN, 
karena tidak hanya mem-
pererat kolaborasi antar-
negara anggota, tetapi 
juga menghasilkan arah 
kebijakan konkret untuk 
mempercepat integrasi 
sistem energi bersih di 
kawasan Asia Tenggara.

Execut ive  Direc tor 
ASEAN Centre for Energy 
(ACE), Ir. Ts. Abdul Razid 
Dawood menyampaikan 

bahwa HAPUA Council 
Meeting kali ini mencatat 
sejumlah kemajuan yang 
signifi kan, berbagai nega-
ra anggota menunjukkan 
komitmen yang semakin 
kuat dalam mengembang-
kan konektivitas energi 
lintas batas serta mem-
percepat transisi menuju 
energi bersih dan berke-
lanjutan.

“Dalam HAPUA Coun-
cil Meeting ini kami mem-
bahas banyak hal, mulai 
dari aspek teknis, regu-
lasi, jaringan, hingga in-
vestasi dan pembiayaan, 
serta kerja sama ASEAN 
berikutnya. Kami telah 
mengidentifi kasi banyak 
kesenjangan yang perlu 

HAPUA COUNCIL MEETING KE-41 

Tonggak Penguatan 
Kolaborasi Energi 

Bersih ASEAN

Taiwan Bangga 
Jadi Mitra Dagang 

Terbesar ke-10 
Indonesia

EXECUTIVE Director ASEAN Centre for Energy (ACE), 
Ir. Ts. Abdul Razid Dawood

KEPALA Perwakilan Kantor Ekonomi dan Perdagangan 
Taipei (TETO) untuk Indonesia, Bruce Hung (tengah), saat 
menerima para tamu undangan pada Perayaan Hari Nasi-
onal ke-114 Taiwan di Jakarta, Selasa (7/10/2025) malam. 
FOTO: ASS/SP

SULTENG RAYA - Bupa-
ti Morowali Utara, Delis Jul-
karson Hehi bertemu den-
gan Kepala Balai Pelaksa-
naan Jalan Nasional (BPJN) 
Sulawesi Tengah, Bambang 
S. Razak, ST, MT, di kan-
tornya Jalan MT. Haryono 
Palu, Senin (6/10/2025).

Bupati datang ke kantor 
BPJN Sulteng didampingi 
anggota DPD RI Perwakilan 
Provinsi Sulteng Febriyanthi 
Hongkiriwang, S.Si, Apt 
dan Kepala Dinas PUPR 
Kabupaten Morowali Utara 
Destuber Mato'ori, ST, M.Sc.

Sedangkan Kepala BPJN 
Sulteng didampingi Kepala 
Seksi Keterpaduan Pemban-
gunan Infrastruktur Jalan 
(KPIJ) BPJN, Mirayanti ST, 
MT, serta beberapa staf lain-
nya.

AUDIENSI DENGAN BPJN SULTENG

Bupati Morut Harap Perbaikan Jalan 
Nasional dan Lingkar Tambang

BUPATI MORUT Delis Julkarson Hehi bersama anggota DPD RI Febriyanthi Hongkiriwang saat au-
diensi ke Kantor BPJN Sulteng. FOTO: IST 

Audensi ini dilakukan 
untuk memperkuat dan me-
mastikan langkah-langkah 
kongkrit untuk mengatasi 
kondisi jalan nasional dan 
daerah yang semakin parah 
terutama di sekitar lingkar 
tambang.

Dalam pertemuan itu, 
Bupati Delis mengharapkan 
agar BPJN Sulteng dapat 
membantu memperjuang-
kan aspirasi dan harapan 
Pemda dan masyarakat 
Morut agar jalan-jalan na-
sional yang rusak di sekitar 
areal tambang bisa segera 
diperbaiki.

"Banyak ruas jalan nasio-
nal dan daerah yang rusak 
akibat aktivitas pertamban-
gan. Sedangkan kewenan-

SULTENG RAYA – Pe-
merintah Daerah Kabupa-
ten Morowali menggelar 
jamuan makan malam 
dalam rangka Asistensi 
Pengawasan Pengendalian 
Latihan Yonif TP 825/Gar-
uda Yudha Sakti bersama 
Tim Aswadallat Yonif 825/
Garuda Yudha Sakti bers-
ama rombongan, di Aula 
Kantor Bupati Morowali, 
Selasa (7/10/2025)

Kehadiran Tim Aswadal-

lat Yonif 825/Garuda Yud-
ha Sakti disambut langsung 
dengan hangat oleh Wakil 
Bupati Morowali, Iriane 
Iliyas, di dampingi para 
Asisten, Staf Ahli, Pimpinan 
OPD, Forkompinda, Pim-
pinan dan anggota DPRD 
Morowali, serta tamu un-
dangan lainnya yang turut 
hadir.

Mewakili Bupati Moro-

Pemkab Morowali 
Gala Dinner Sambut 

Tim Aswadallat

PEMKAB Morowali sambut kedatangan Tim Aswadallat dengan menggelar Gala Dinner, Selasa 
(7/10/2025). FOTO: KOMINFO MOROWALI
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SULTENG RAYA – Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C 

Pantoloan (Bea Cukai Pantoloan) melaksa-
nakan pemusnahan Barang yang Menjadi 
Milik Negara (BMMN) hasil penindakan 

kepabeanan dan cukai periode akhir tahun 
2023 hingga 2024, di kantornya Jalan 

Raya Pelabuhan, Kelurahan Pantoloan, 
Kota Palu, Selasa (14/10/2025).

Kepala Bea Cukai Pan-
toloan, Krisna Wardhana 
mengatakan, BMMN yang 
dimusnahkan itu, berjum-
lah total kerugian sebesar 
Rp853.615.913.

K r i s n a  m e n g a t a k a n , 
barang-barang yang di-
musnahkan meliputi 618.660 
batang rokok ilegal berba-
gai merek dan 253 botol 
atau 165,8 liter Minuman 
Mengandung Etil Alkohol 
(MMEA) ilegal.

“Seluruh rokok ilegal yang 
dimusnahkan merupakan 
rokok polos tanpa dilekati 
pita cukai. Sementara untuk 
MMEA ilegal ini punya pita 
cukai, namun si penjualnya 
ini tidak memiliki izin men-
jual atau mengedarkan,” 
kata Krisna.

Kata dia, pemusnahan 
barang itu merupakan hasil 
dari serangkaian peninda-
kan yang telah dilakukan 
di wilayah Kota Palu, Ka-
bupaten Tolitoli, Kabupaten 
Parigi, Kabupateb Dongga-
la, Kabupaten Sigi, Kabupa-
ten Buol, serta Kabupaten 
Pasangkayu dengan total 
sebanyak 66 kali peninda-
kan sepanjang akhir tahun 

2023 - 2024. 
“Kemudian, sebanyak 16 

kali penindakan yang ditin-
daklanjuti dengan penyele-
saian berupa tidak dilaku-
kan penyidikan dengan pen-
genaan sanksi administrasi 
sejumlah Rp814.809.760,” 
katanya.

Dikatakannya, peninda-
kan tersebut bertujuan un-
tuk mengamankan hak-hak 
keuangan negara serta me-
lindungi masyarakat dari 
peredaran barang-barang 
ilegal yang dapat membaha-
yakan kesehatan dan meng-
ganggu perekonomian.

Krisna kembali menegas-
kan, kegiatan pemusnahan 
itu menjadi bagian dari ko-
mitmen pemerintah dalam 
memberantas peredaran 
barang ilegal yang merugi-
kan negara dan masyarakat. 

"Melalui kegiatan ini, 
kami ingin menunjukkan 
bahwa tindakan tegas ter-
hadap pelanggaran kepabe-
anan dan cukai akan terus 
dilakukan, demi terciptanya 
iklim usaha yang sehat dan 
memastikan bahwa barang 

Bea Cukai Pantoloan
Musnahkan Rokok-Miras Ilegal!

TOTAL KERUGIAN CAPAI RP853 JUTA

SUASANA kegiatan pemusnahan rokok ilegal di kantor Bea Cukai Pantoloan, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Pantoloan, Kota Palu, Selasa (14/10/2025).
FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

KEPALA Bea Cukai Pan-
toloan, Krisna Wardhana 
mengatakan, pada 2025 ini, 
sepanjang Januari hingga 
Oktober, pihaknya telah 
melakukan penindakan 
sebanyak 92 kali terhadap 
rokok ilegal. 

“Jumlahnya sudah 1,8 
juta batang,” kata Krisna 
pada momentum pemusna-

han BMMN penindakan 
akhir 2023 sampai 2024 di 
halaman kantor Bea Cukai 
Pantoloan, Jalan Raya Pe-
labuhan, Kelurahan Pan-
toloan, Kota Palu, Selasa 
(14/10/2025). 

Ia mengatakan, pening-
katan penindakan tersebut 
tidak lepas dari upaya-upa-
ya strategis yang dilaku-

kan. Bea Cukai Pantoloan, 
lanjutnya, telah mempela-
jari lebih dalam terkait di-
namika yang terjadi ihwal 
distribusi rokok ilegal itu.

“Kenapa lebih banyak? 
karena saya operasinya 
lebih gencar. Sebelumnya 
mungkin kita kurang pen-

2025 Sudah 92 Kali 
Penindakan

KEPALA Bea Cukai Pantoloan, Krisna Wardhana.
FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

HASIL SURVEY 
Moderasi Beragama 
di Kalangan Pelajar 
dan Tokoh Agama 
Capai Level Tinggi

Luka Tambang di 
Kayuboko, Bupati 

Erwin Tegaskan Tak 
Ada Lagi Izin Baru

SULTENG RAYA - Sosialisasi moderasi berag-
ama yang dilaksanakan Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah sepanjang 
tahun 2025 memperlihatkan hasil yang positif.

Hal itu tergambar dari survey yang dilakukan 
dengan mengukur pemahaman dan sikap moderasi 
beragama di kalangan pelajar dan tokoh agama 
di 13 Kabupaten dan 

KETUA FKUB Sulteng, Prof. Zainal Abidin (Tengah)  

ARUS PETI KEMAS DAN KAPAL MENINGKAT

Trafi k Pelabuhan Pantoloan Tumbuh 
Positif di September 2025

PELABUHAN Pantoloan. FOTO: IRWAN

SULTENG RAYA – PT 
Pelabuhan Indonesia (Per-
sero) atau Pelindo mencatat 
aktivitas bongkar muat di 
Pelabuhan Pantoloan, wila-
yah kerja Pelindo Regional 

4, menunjukkan tren positif 
hingga September 2025. 

General Manager Pelin-
do Regional 4 Pantoloan, 
Chaerur Rijal mengatakan, 
berdasarkan data konso-

lidasi Pelindo, terjadi pe-
ningkatan pada sejumlah 
indikator utama, terutama 
pada arus peti kemas (TEUs) 
dan barang non peti kemas, 
dibandingkan periode yang 

sama tahun lalu.
Chaerur Rijal yang juga 

merupakan Terminal Head 
TPK Pantoloan mengung-
kapkan bahwa hingga Sep-
tember 2025, arus peti kemas 
tercatat mencapai 97.510 

TEUs atau naik sekitar 17% 
dibandingkan capaian Sep-
tember 2024 yang sebesar 
83.341 TEUs. Sementara 
dari sisi jumlah box, arus 

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase meninjau jembatan 
di Desa Air Panas yang terdampak banjir akibat luapan 
pasir dan lumpur dampak dari kegiatan tambang emas di 
Desa Kayuboko, Selasa (14/10/2025). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA — Pemandangan gersang 
menyambut langkah Bupati Parigi Moutong, Erwin 
Burase, saat meninjau bekas area tambang emas di 
Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Selasa 
(14/10/2025). 

Tanah yang dulu hijau kini berubah menjadi 
hamparan kering dan berdebu. Bekas galian tam-
bang dibiarkan terbuka, meninggalkan luka pada 
bentang alam Kayuboko.

“Kalau melihat lokasi ini sudah parah. Coba lihat, 
tidak ada lagi tumbuhan, semua sudah gersang,” 
tutur Bupati Erwin dengan nada prihatin.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus 
menjadi perhatian bersama untuk dipulihkan mel-
alui gerakan nyata, seperti penanaman kembali ve-
getasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Yamaha Dukung Penuh Kejurnas Pirelli Motoprix 2025

DIREKTUR Marketing CV Akai Jaya Motor, Andi Raharja Limbunan berpose bersama  rider di sirkuit 
Panggona. FOTO : YAMAHA

SULTENG RAYA — 
Ajang Pirelli Motoprix Ke-
juaraan Nasional (Kejur-
nas) Balap Motor Regional 
D Sulawesi Putaran I & 
Sulawesi Cup Race (SCR) 
Round 3 Tahun 2025 sukses 
digelar di Sirkuit Panggona, 
Kota Palu. Event bergengsi 
ini menjadi ajang unjuk 
kemampuan bagi para pem-
balap terbaik dari berbagai 
daerah di Sulawesi.

Kegiatan ini mendapat 
dukungan penuh dari Ya-
maha Indonesia dan CV 
Akai Jaya Motor, sebagai 
bentuk komitmen dalam 
mendorong perkembangan 
dunia balap motor di Sula-
wesi Tengah dan memper-
kuat semangat sportivitas 

di kalangan generasi muda.
Hadir dalam acara terse-

but sejumlah tokoh penting, 
antara lain Sekretaris  KONI 
Sulteng, Andi Nur B Lama-
karate, Ketua IMI Sulteng 
Helmy Umar, Ketua Panitia 
Adhyaksa Putra  dan Andi 
Raharja Limbunan.

Kehadiran Wakil Ketua 
MPR RI, Akbar Supratman 
turut menambah semarak 
dan kebanggaan masyara-
kat Sulawesi Tengah ter-
hadap terselenggaranya 
event nasional ini.

Ribuan penonton mema-
dati Sirkuit Panggona untuk 
menyaksikan langsung ak-
si-aksi menegangkan para 

Baca YAMAHA... HAL. 7
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SULTENG RAYA – Menjelang 
satu tahun pemerintahan Presiden 
Prabowo Subianto dan Wakil Pre-
siden Gibran Rakabuming Raka, 
personel Polresta Palu melaksanakan 
latihan pengamanan di halaman Ma-
polresta Palu, Selasa (14/10/2025).

Latihan ini dipimpin oleh Kasat 
Samapta Polresta Palu, AKP Fadly, 
S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh 
personel dari berbagai satuan fung-
si, termasuk Samapta, Lantas, dan 
Propam. Fokus kegiatan adalah pen-
guatan kemampuan pengendalian 
massa (Dalmas) serta koordinasi tak-
tis dalam menjaga stabilitas kamtib-

mas di wilayah hukum Polresta Palu.
Kapolresta Palu Kombes Pol Deny 

Abrahams, S.H., S.I.K., M.H. men-
gatakan, kegiatan ini merupakan 
bentuk kesiapsiagaan Polri dalam 
menjaga keamanan menjelang 1 
tahun pemerintahan Prabowo–Gi-
bran.

“Latihan ini menjadi langkah pre-
ventif untuk memastikan seluruh 
personel siap menghadapi berbagai 
dinamika di lapangan. Kami me-
nekankan agar anggota bertindak 
cepat, profesional, dan tetap humanis 
dalam melayani masyarakat,” ujar 
Kapolresta.

Sementara itu, Kasat Samapta Pol-
resta Palu AKP Fadly menambahkan 
latihan pengendalian massa ini juga 
bertujuan meningkatkan disiplin dan 
kekompakan anggota di lapangan.

“Personel harus siap dalam segala 
situasi, baik dalam pengamanan 
kegiatan masyarakat maupun penan-
ganan potensi gangguan keamanan. 
Latihan seperti ini akan terus dilaku-
kan secara rutin,” ujarnya. 

Polresta Palu berkomitmen menja-
ga situasi Kota Palu tetap aman dan 
kondusif melalui sinergi dengan TNI, 
pemerintah daerah, serta seluruh 
elemen masyarakat. AMR

SULTENG RAYA – Satgas III Pre-
ventif Operasi Madago Raya kembali 
melaksanakan kegiatan pembinaan 
karakter kebangsaan kepada pelajar. 
Kali ini, personel Pos Kamtibmas 
Masamba menggelar upacara bende-
ra bersama murid dan guru SD DDI 
Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, 
Kabupaten Poso, Senin (13/10/2025).

Kegiatan upacara bendera ini dii-
kuti oleh Danpos Masamba, personel 
Pos Kamtibmas, Kepala Sekolah, 
dewan guru, serta seluruh siswa SD 
DDI Masamba. Dalam upacara terse-
but, para personel turut memberikan 
teladan kedisiplinan dan semangat 
nasionalisme kepada para pelajar.

Kasatgas III Preventif Ops Madago 
Raya, Kombes Pol Kurniawan Tandi 
Rongre, S.I.K., M.Si., menjelaskan 
kegiatan ini merupakan bagian dari 
upaya pembinaan masyarakat, khu-
susnya generasi muda, agar tumbuh 
rasa cinta tanah air dan semangat 
menjaga persatuan bangsa.

“Upacara bendera adalah mo-
men penting untuk menanamkan 
nilai-nilai kebangsaan sejak dini. 
Kami ingin para siswa memahami 
arti hormat bendera bukan hanya 
sebagai rutinitas, tapi juga sebagai 
simbol cinta dan penghargaan ter-
hadap Indonesia,”ujar Kurniawan 
dalam keterangan tertulisnya, Se-
lasa (14/10/2025).

Dia berharap kegiatan pembinaan 
karakter seperti ini terus berlanjut di 
berbagai sekolah di wilayah operasi. 
“Melalui kegiatan sederhana seperti 
upacara bendera, kita bisa memben-
tuk generasi muda yang disiplin, 
berakhlak, dan berjiwa nasiona-
lis,”ungkapnya.

Selain memimpin jalannya upaca-
ra, personel Satgas juga memberikan 
edukasi tentang wawasan kebangs-
aan. Materi disampaikan dengan cara 
interaktif dan menyenangkan agar 
mudah dipahami oleh anak-anak 
sekolah dasar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap 
semangat belajar, personel Satgas turut 
membagikan sarana kontak berupa tas 
sekolah dan alat tulis kepada siswa-sis-
wi. Pembagian ini disambut antusias 
oleh para pelajar yang tampak gembira 
menerima bantuan tersebut.

Salah seorang guru DDI Masamba, 
Ani srinawati, S.pd. menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih kepada 
Satgas Madago Raya yang telah hadir 
dan memberikan kontribusi positif 
bagi dunia pendidikan di wilayahnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini 
mampu memotivasi siswa untuk 
lebih semangat belajar dan menum-
buhkan rasa cinta terhadap bangsa. 
“Terimakasih Satgas Madago Raya 
telah hadir di sekolah kami untuk 
melaksanakan upacara bendera 
sebagai bentuk rasa nasionalisme 
dan cinta tanah air kepada peserta 
didik DDI Masamba. Semoga Brimob 
Satgas Madago Raya jaya selalu,” 
pungkasnya. AMR

SULTENG RAYA – Pol-
sek Lore Utara bersama 
pemerintah desa dan masy-
arakat melaksanakan ke-
giatan penanaman jagung 
kuartal IV di lahan Perhu-
tanan Sosial Desa Siliwan-
ga, Kecamatan Lore Peo-
re, Kabupaten Poso, Senin 
(13/10/2025). 

Kegiatan tersebut dirang-
kaikan dengan Bakti Kese-
hatan berupa pengobatan 
gratis bagi warga setempat. 
Sebanyak 20 warga Desa 
Siliwanga mendapatkan la-
yanan pemeriksaan tekanan 
darah, pemberian obat, dan 
vitamin secara cuma-cuma. 

Bakti kesehatan ini di-
laksanakan langsung oleh 
personel Polsek Lore Utara 
yang memiliki keahlian di 
bidang tenaga medis seba-
gai bentuk kepedulian Polri 
terhadap kesehatan masya-
rakat pedesaan.

Kapolsek Lore Utara Iptu 
Jefri Hendrik Tania, S.K.M., 
M.H. yang memimpin jalan-
nya kegiatan mengatakan, 
kegiatan penanaman jagung 
ini merupakan bagian dari 
program Asta Cita Presi-
den RI Prabowo Subianto, 
yang bertujuan meningkat-
kan ketahanan pangan dan 
kesejahteraan masyarakat 

melalui pemanfaatan lahan 
produktif. 

“Penanaman jagung men-
jadi salah satu strategi peme-
rintah dalam memperkuat 
kemandirian pangan na-
sional di tengah dinamika 
ekonomi global,” ujarnya.

Secara nasional, lanjut 
Kapolsek, Polri bersama Ke-
menterian Pertanian menar-
getkan penanaman jagung 
di lahan seluas satu juta hek-
tare dengan harapan meng-
hasilkan hingga 10 juta ton 
jagung. Program tersebut 
melibatkan lintas sektor se-
bagai bentuk sinergi dalam 
mewujudkan swasembada 
pangan tahun 2025.

“Di Desa Siliwanga sendi-
ri, kegiatan penanaman dila-
kukan di atas lahan seluas 
sekitar tiga hektare dengan 
varietas jagung NK Super, 
yang dikenal memiliki pro-
duktivitas tinggi dan tahan 
terhadap perubahan cua-
ca. Masyarakat diharapkan 
dapat memanfaatkan hasil 
panen untuk meningkatkan 
pendapatan dan kesejahter-
aan keluarga,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan 
bahwa kegiatan bakti ke-
sehatan dan penanaman 
jagung ini merupakan ben-
tuk nyata kehadiran Polri di 

tengah masyarakat. “Kami 
ingin terus berkontribusi, 
tidak hanya dalam men-
jaga keamanan, tapi juga 
membantu masyarakat me-
lalui kegiatan sosial dan 
peningkatan kesejahteraan,” 
tandasnya.

Kepala Desa Siliwanga, 
Jhoni R.M. Wowor menyata-
kan kegiatan penanaman ja-
gung dan pengobatan gratis 
yang dilakukan Polres Poso 
melalui Polsek Lore Uta-
ra sangat bermanfaat bagi 
warganya.

“Kedepan kami meng-
harapkan pendampingan 
dari Polres Poso. Semoga 
kegiatan ini terus berlanjut 
di waktu yang akan da-
tang,”ujarnya.

Turut hadir dalam ke-
giatan itu, Sekdes Gede 
Muli, Wakil Ketua BPD I 
Wayan Wijaya, Ketua Bum-
des Wayan Renten, serta 
Pendamping Desa wilayah 
Kecamatan Lore Peore Ye-
honias Towialo.

Selain itu, juga diikuti oleh 
sejumlah personel Bhabin-
kamtibmas, perangkat desa, 
pemilik lahan Yulberti To-
waki, dan sekitar 30 warga 
Desa Siliwanga yang turut 
mendukung penanaman 
jagung.AMR

SULTENG RAYA - Seorang 
pria berinisial M (27) diamankan 
pihak kepolisian setelah sempat 
diamuk massa di kawasan Kom-
pleks BTN Palu Permai, Jalan Bukit 
Palu Permai, Kelurahan Donggala 
Kodi, Kecamatan Ulujadi, Senin 
(13/10/2025).

Pelaku yang diketahui M dan 
berprofesi sebagai wiraswasta, 
berdomisili di Jalan Tanjung Lawa-
ka, Kelurahan Dondo, Kecamatan 
Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-
Una. Ia ditangkap setelah warga 
memergokinya tengah melakukan 
aksi pencurian di salah satu rumah 
warga.

Kapolsek Palu Barat Iptu Mak-
mur Johan, S.Sos menjelaskan, 
pihaknya menerima laporan dari 
masyarakat sekitar pukul 05.00 
Wita bahwa telah terjadi pencuri-
an dan pelaku sudah diamankan 
warga. Mendapat informasi ter-
sebut, anggota jaga mako Polsek 

Kedapatan Membobol Rumah, 
Pencuri Diamuk Massa 

SEJUMLAH warga Desa Siliwanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, saat mendapat pe-
meriksaan kesehatan di sela-sela penanaman jagung, Senin (13/10/2025). FOTO: POLSEK LORE UTARA

Warga Siliwanga Tanam Jagung 
Sekaligus Pengobatan Gratis 

SEJUMLAH personel Polresta Palu, saat melaksanakan latihan Dalmas di halaman Mapolresta Palu, Selasa (14/10/2025). FOTO: 

HUMAS POLRESTA PALU

PELAKU tindak pencurian berinisial 
M, saat diamankan di Mapolsek Palu 
Barat, setelah aksinya kedapatan war-
ga dan sempat diamuk massa, Senin 
(13/10/2025). FOTO: HUMAS POLRESTA PALU

Jelang 1 Tahun 
Pemerintahan, Polresta 
Palu Latihan Dalmas 

SEJUMLAH murid SD DDI Masamba menerima bantuan perlengkapan belajar, usai pelaksanaan upacara bendera oleh Satgas 
Madago Raya, Senin (13/10/2025). FOTO: DOK.SATGAS MADAGO RAYA

Tumbuhkan Cinta NKRI 
di SD DDI Masamba

Palu Barat langsung menuju lokasi 
kejadian.

“Setibanya di TKP, anggota 
mendapati pelaku sudah babak be-
luk akibat amukan massa. Petugas 
segera mengamankan pelaku dan 
membawanya ke Mapolsek Palu 
Barat untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan,”ujar Mak-
mur Johan.

Dari hasil pemeriksaan, dike-
tahui pelaku masuk ke rumah 
milik korban bernama Linda (36), 
seorang karyawan BUMN. Saat 
kejadian, rumah korban dalam 
keadaan kosong, pelaku masuk 
melalui pintu samping dengan 
cara mencongkel menggunakan 
obeng plat, lalu masuk ke kamar, 
membuka lemari, dan mengambil 
uang tunai sebesar Rp867.000 yang 
disimpan di dalam laci.

Kapolsek menambahkan, pihak-
nya telah melakukan olah TKP, 
mengamankan barang bukti, dan 
mengimbau masyarakat untuk 
tetap waspada terhadap aksi pen-
curian.

“Kami minta masyarakat agar 
selalu mengunci rumah dengan sis-
tem pengamanan ganda, terutama 
saat rumah ditinggalkan. Keama-
nan lingkungan adalah tanggung 
jawab bersama,”ujarnya.

Sementara, Kapolresta Palu 
Kombes Pol. Deny Abrahams 
menegaskan pihaknya akan mem-
proses pelaku sesuai hukum yang 
berlaku.

“Kami mengapresiasi respons 
cepat anggota Polsek Palu Barat 
dalam mengamankan pelaku. 
Proses penyidikan akan dilaku-
kan secara profesional. Kami juga 
mengingatkan masyarakat agar 
tidak main hakim sendiri, karena 
tindakan tersebut bisa berujung 
pidana,” tegasnya.

Saat ini pelaku telah diamankan 
di Mapolsek Palu Barat untuk 
menjalani pemeriksaan lebih lanjut 
dan akan dijerat dengan Pasal 363 
KUHP tentang pencurian dengan 
pemberatan. AMR
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Kegiatan dimulai dengan 
titik kumpul di area parkir 
McDonald’s Palu, kemudian 
peserta melakukan City Rol-
ling (Night Ride) menuju be-
berapa landmark Kota Palu. 
Nuansa malam yang syahdu 
menonjolkan sisi elegan dan 
aman, sejalan dengan gaya 
hidup berkendara modern. 

Puluhan sepeda motor 
Honda dari skutik hingga 
sport memeriahkan suasa-
na dengan tampilan yang 
mencerminkan karakter 
masing-masing pengendara.

Tidak sekadar Night 
Ride, Nocturnity Riding 

juga menghadirkan beragam 
aktivitas interaktif seperti 
games, mini challenges, 
sosialisasi safety riding, 
serta sosialisasi dari Polres 
Kota Palu, sehingga suasana 
semakin akrab dan meriah. 

Antusiasme peserta terasa 
kuat bukan hanya saat ber-
kendara, tetapi juga ketika 
saling berbagi cerita dan 
mempererat silaturahmi 
antarkomunitas. “Melalui 
Nocturnity Riding, kami 
ingin menghadirkan ruang 
aktualisasi bagi komunitas 
motor Honda, khususnya 
generasi muda untuk men-

PARA komunitas motor honda di Kota Palu saat berkumpul dalam acara Nocturnity Riding dengan tagline “Ride the Night, Own the 
Moment” Sabtu (11/10/2025). FOTO: DOK HONDA SULTENG

Honda Sulteng Kembali Gelar Night Ride 
ke-2 untuk Komunitas Honda Palu

SULTENG RAYA - Anugerah Perdana 
selaku Main Dealer sepeda motor Honda di 
Sulawesi Tengah (Sulteng), bersama Ko-
munitas Motor Honda Palu sukses menye-
lenggarakan “Nocturnity Riding”, sebuah 
pengalaman berkendara malam yang 
menyatukan para pecinta sepeda motor 
Honda dari berbagai komunitas dengan 
tagline “Ride the Night, Own the Moment” 
Sabtu (11/10/2025).

yalurkan passion otomotif 
secara positif. Kami berha-
rap melalui silaturahmi ini, 
Honda Sulteng dan komu-
nitas motor Honda di Kota 
Palu terus bersinergi dalam 
setiap kegiatan positif beri-
kutnya,” ujar Rionald selaku 
PIC Community Honda 
Sulteng. Kegiatan ini juga 
menjadi bagian dari kam-
panye Sinergi Bagi Negeri, 
yang mendorong kolabo-
rasi antara pelaku industri, 
komunitas dan masyarakat 
dalam membangun ekosis-
tem sosial yang aktif, inklu-
sif dan berdampak positif.

Honda Sulteng terus 
memperkuat peran komu-
nitas bukan hanya sebagai 
pengguna, tetapi juga seba-
gai pelaku perubahan yang 
mendorong budaya kese-
lamatan berkendara, etika 
sosial, serta pengembangan 
kreativitas generasi muda. 
Semangat Satu Hati kembali 
terasa menegaskan bahwa 
Honda tidak hanya mene-
mani perjalanan fisik, tetapi 
juga perjalanan semangat 
dan nilai-nilai kehidupan 
untuk komunitasnya.*/YAN

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka mendukung penuh pe-
laksanaan Program Prioritas 
Gubernur dan Wakil Guber-
nur Sulawesi Tengah, khu-
susnya Program 9 BERANI 
(Berani Sehat, Berani Cerdas, 
Berani Sejahtera dan Berani 
Harmoni), Lembaga Pembi-
naan Khusus Anak (LPKA) 
Kelas II Palu Kantor Wilayah 
(Kanwil) Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (Ditjenpas) 
Sulawesi Tengah, turut ber-
partisipasi aktif dalam Rapat 
Koordinasi Lintas Sektor dan 
Lembaga Layanan Anak Me-
merlukan Perlindungan Khu-
sus (AMPK). Kegiatan yang 
diinisiasi oleh Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP3A) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
ini dilaksanakan pada Senin 
(13/10/2025) di ruangan rapat 
DP3A Provinsi Sulawesi Ten-
gah. Rapat koordinasi ini me-
miliki tujuan strategis, antara 
lain menguatkan sinergi lintas 
sektor dalam penanganan 
AMPK, menyusun langkah 
strategis daerah yang sejalan 
dengan capaian Program 9 
BERANI dan mengkoordi-
nasikan data, layanan dan 
rencana tindak lanjut AMPK 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Seksi Pembinaan 
LPKA Kelas II Palu, Ida Bagus 
Kade Dwi Wiardana, hadir 
mewakili LPKA Palu dalam 
pertemuan penting yang di-
hadiri oleh berbagai Organi-
sasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan Lembaga Layanan Anak 
terkait. Kehadiran LPKA Palu 
dalam rapat ini sangat krusial 
mengingat fungsi Lembaga 
sebagai layanan khusus bagi 

SUASANA Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga Layanan Anak Memerlukan Perlindun-
gan Khusus (AMPK) yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada Senin (13/10/2025) di ruangan rapat 
DP3A Provinsi Sulawesi Tengah. FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Dukung Program 9 
BERANI Pemprov Sulteng

Anak yang Berhadapan den-
gan Hukum (ABH), yang ter-
masuk dalam kategori Anak 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus (AMPK).

Dalam rapat tersebut, Ida 
Bagus Kade Dwi Wiardana 
menyampaikan bahwa kegi-
atan pembinaan keterampi-
lan anak di LPKA Palu telah 
berjalan dengan baik, namun 
memerlukan penguatan mel-
alui kerja sama yang lebih erat 
dari para pemangku kepen-
tingan (stakeholder) terkait. 
Hal ini sejalan dengan tujuan 
rapat untuk memenuhi Hak-
Hak Anak dan validasi Data 
AMPK di LPKA Kelas II Palu 
dan Kota Palu.

Rapat koordinasi ini di-
pimpin oleh Kepala Bidang 
Perlindungan Hak Perempu-
an dan Perlindungan Khusus 
Anak (PHP dan PKA) DP3A 
Provinsi Sulawesi Tengah, 

Diana Adam Pattalao.
Dalam arahannya, Diana 

Adam Pattalao, menekankan 
pentingnya kolaborasi dan 
pengawasan, perlunya pen-
gawasan di setiap Lembaga 
Layanan Anak dalam rangka 
pencegahan Pekerja Anak di 
Sulawesi Tengah. Sinergi data 
dan layanan adalah kunci agar 
Hak-Hak Anak, khususnya 
AMPK, benar-benar terpenuhi 
sesuai dengan amanat Pro-
gram 9 BERANI.

Menanggapi hal tersebut, 
Kasi Pembinaan LPKA Palu, 
Ida Bagus Kade Dwi Wiarda-
na, menyampaikan komitmen 
LPKA. "Kami di LPKA Palu 
sangat terbuka untuk berkola-
borasi. Pelaksanaan pembin-
aan keterampilan yang kami 
jalankan merupakan upaya 
nyata pemenuhan hak anak 
atas pendidikan dan persia-
pan kemandirian. Kami ber-

harap, melalui intervensi dan 
dukungan kuat dari Pemer-
intah Daerah serta lembaga 
layanan anak, capaian kinerja 
terkait pemenuhan hak anak 
di LPKA dapat terus mening-
kat secara signifikan," jelasnya.

“Diharapkan dengan ada-
nya Rapat Koordinasi Lintas 
Sektor ini, upaya pemenuhan 
Hak-Hak Anak dan pen-
guatan koordinasi data AMPK 
dapat berjalan lebih efektif, 
menciptakan langkah strategis 
daerah yang harmonis dan 
terpadu, serta berkontribusi 
nyata pada suksesnya Pro-
gram 9 BERANI di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Kegiatan 
rapat koordinasi ini berjalan 
dengan baik, menghasilkan 
kesepakatan untuk memper-
kuat kolaborasi demi perl-
indungan dan pemenuhan 
hak anak secara maksimal,” 
harapnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Ribu-
an masyarakat tumpah ruah 
di kawasan Makodam XXI-
II/Palaka Wira, Palu, Sabtu 
(11/10/2025), dalam keme-
riahan Palaka Wira Run dan 
panggung hiburan rakyat 
memperingati HUT ke-80 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI). 

Danrem 132/Tadulako, 
Brigjen TNI Deni Gunawan 
menekankan bahwa seluruh 
rangkaian acara ini merupa-
kan bentuk nyata kedekatan 
TNI dengan masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya 
perayaan, tapi juga untuk 
mempererat hubungan TNI 
dan masyarakat. TNI kuat 
karena rakyat bersama kami,” 
ujar Brigjen TNI Deni Guna-
wan.

Kegiatan dimulai sejak 
pagi dengan Palaka Wira 
Run kategori 10 kilometer 
dan 3 kilometer, yang diikuti 
ribuan peserta dari berbagai 
kalangan, mulai dari pelajar, 
komunitas olahraga, hingga 
masyarakat umum.

Sementara, Pangdam XXI-
II/Palaka Wira Mayjen TNI 
Binsar Sianipar mengatakan, 
ajang ini bukan sekadar olah-
raga, melainkan simbol se-
mangat baru bagi masyarakat 
Sulawesi Tengah dan Sula-
wesi Barat.

“Saat ini telah berdiri Ko-
dam XXIII/Palaka Wira yang 
menaungi dua provinsi, Su-
lawesi Tengah dan Sulawesi 
Barat,” ujarnya.

“Saya berharap dari ke-
giatan ini lahir pelari-pelari 
tangguh dari daerah ini, bah-
kan mampu berprestasi di 

KEMERIAHAN Palaka Wira Run dan panggung hiburan rakyat 
memperingati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di 
kawasan Makodam XXIII/Palaka Wira, Palu, Sabtu (11/10/2025). 
FOTO: PENREM 132/TADULAKO

HUT KE-80 TNI

Ribuan Warga Meriahkan 
Acara Palaka Wira Run

S U L T E N G  R A Y A  - 
Dalam rangka mendukung 
program Ketahanan Pangan 
Polri, Kanit Binmas Polsek 
Parigi, Aiptu Irwan bersama 
Bhabinkamtibmas Kelura-
han Loji, Aipda Sudirman, 
melaksanakan pengecekan 
kebun jagung binaan Polri 
milik warga bernama Nur-
din yang berlokasi di Desa 
Lebo, Kecamatan Parigi, 
Senin (13/10/2025).

Kegiatan ini merupakan 
bentuk nyata kepedulian 
Polri terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui sektor pertanian. 
Dalam kunjungan tersebut, 

Kanit Binmas bersama Bha-
binkamtibmas memberikan 
semangat dan motivasi ke-
pada pemilik kebun agar 
terus mengembangkan la-
han pertaniannya sehingga 
dapat memberikan hasil 
panen yang optimal.

Selain memastikan kondi-
si tanaman jagung tumbuh 
subur dan terawat, kegi-
atan ini juga menjadi sarana 
mempererat kemitraan anta-
ra Polri dan masyarakat. Di-
harapkan melalui program 
ketahanan pangan ini, masy-
arakat semakin mandiri dan 
produktif dalam menghada-
pi tantangan ekonomi.

Kanit Binmas Polsek Pa-
rigi menyampaikan bahwa 
Polri akan terus hadir men-
dampingi masyarakat dalam 
berbagai kegiatan positif, 
termasuk sektor pertanian 
yang menjadi salah satu 
pilar ketahanan pangan 
nasional. Langkah ini men-
cerminkan komitmen Polsek 
Parigi di bawah jajaran Pol-
res Parigi Moutong untuk 
terus mendukung program 
pemerintah sekaligus mem-
perkuat hubungan harmonis 
antara Polri dan masyarakat 
demi terciptanya situasi 
kamtibmas yang aman, nya-
man dan sejahtera.*/YAT

DUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Kanit Binmas Polsek Parigi Tinjau 
Kebun Jagung Binaan di Desa Lebo

tingkat nasional,” tambahnya.
Usai lari, kegiatan berlan-

jut dengan Gala Breakfast 
yang turut dihadiri Gubernur 
Sulawesi Tengah Anwar Ha-
fid, Pangdam XIII/Merdeka 
Mayjen TNI Suhardi, serta 
sejumlah pejabat daerah, se-
perti Ketua DPRD Sulteng 
dan Sulbar, Bupati Morowali 
Utara, dan unsur Forkopimda 
dari kedua provinsi.

Gubernur Anwar Hafid 
dalam sambutannya menyam-
paikan apresiasi dan kebang-
gaan atas berdirinya Kodam 
XXIII/Palaka Wira yang di-
sebutnya sebagai tonggak se-
jarah pertahanan di kawasan 
tengah Indonesia. “Saya se-
mangat, saya kuat, karena 
ada TNI bersama saya,” ujar 
Anwar Hafid yang disambut 
tepuk tangan meriah.

“Berdirinya Kodam XXIII/
Palaka Wira ini adalah bukti 
bahwa Sulawesi Tengah kini 
sejajar dengan provinsi lain di 
Pulau Sulawesi. Kita memiliki 
kelengkapan unsur pemerin-

tahan dan pertahanan yang 
mandiri,” tegasnya.

Selain Palaka Wira Run, 
kemeriahan HUT ke-80 TNI 
juga diisi dengan berbagai ke-
giatan menarik seperti Zumba, 
panggung hiburan rakyat, 
pasar murah, bazar UMKM 
Fest, serta Palaka Wira Enduro 
Race.

Puncak acara ditutup den-
gan penampilan artis asal 
Timur, Jacson Zeran, yang 
membawakan lagu popu-
lernya “Tabola Bale.” Aksi 
panggungnya berhasil me-
meriahkan suasana dan me-
nutup kegiatan dengan penuh 
keceriaan.

Momentum peringatan 
HUT ke-80 TNI di Bumi Ta-
dulako ini menjadi simbol 
kuatnya semangat kebersa-
maan, soliditas dan kedekatan 
antara TNI dan rakyat.

Palaka Wira Run bukan 
sekadar ajang olahraga, tetapi 
wujud nyata semangat “TNI 
PRIMA, TNI Rakyat, Indone-
sia Maju”.*/YAT
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BPKB HILANG

SULTENG RAYA - Wakil 
Wali Kota Depok, Chandra 
Rahmansyah, mengajak 
masyarakat untuk tidak 
lagi membuang sampah ke 
sungai atau kali.

Imbauan ini disampaikan 
usai kegiatan bersih-bersih 
Kali Cipinang, Chandra 
bersama Menteri Lingkun-
gan Hidup, Hanif Faisol 
Nurofi q, dan Wakil Menteri 
Lingkungan Hidup, Diaz 
Hendropriyono, di Kelura-
han Harjamukti, Kecamatan 
Cimanggis Kota Depok, 
(12/10/202). Aliran Kali Ci-
pinang yang melintasi tujuh 
kelurahan di wilayah Kota 
Depok dan menuju wilayah 
Jakarta Timur.

Giat bersih-bersih meli-
batkan jajaran Dinas Ling-
kungan Hidup dan keberha-
silan (DLHK) Kota Depok, 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) 
Kota Depok, camat dan 
lurah, serta komunitas ling-
kungan. 

PEMBANGUNAN JEM-
BATAN DEPOK

Dalam aksi itu, tim me-
nemukan banyak sampah 
yang mengendap di dasar 
Kali Cipinang dan sampah 
di pinggir kali.

“Pada saat kami mela-
kukan aksi bersih-bersih 
bersama Pak Menteri dan 
jajaran, masih banyak sekali 
sampah yang menumpuk di 
dasar Kali Cipinang. Karena 
itu, kami mengimbau masy-
arakat, khususnya yang 
tinggal di wilayah aliran 
Kali Cipinang, untuk tidak 
membuang sampah ke ba-
dan air,” jelas Chandra.

Ia menegaskan, Pemerin-

Hingga sore hari sebanyak 
43 siswa dirawat di Puskes-
mas Boyolangu. Empat di 
antaranya dirujuk ke RSUD 
dr Karneni Campurdarat. 

"Dugaan sementara penye-
babnya berasal dari ayam 
atau irisan tomat dalam 
menu MBG yang kondisinya 
sudah tidak segar," kata 

SEJUMLAH pelajar yang diduga menjadi korban keracunan MBG berada di Instalasi Gawat Darurat 
(IGD) RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (7/10/2025). FOTO: ANT

Puluhan Siswa SMP 
di Tulungagung Diduga 

Keracunan MBG

SULTENG RAYA - Puluhan siswa SMPN 
1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, 
Jawa Timur, mengalami gejala keracunan 
usai menyantap Makanan Bergizi Gratis 
(MBG) yang dibagikan di sekolah pada Senin 
(13/10/2025). Kapolsek Boyolangu AKP 
Tarmadi mengatakan, kejadian bermula 
sekitar pukul 10.30 WIB saat sejumlah siswa 
mengeluh sakit perut, menggigil, pusing, dan 
muntah, setelah makan MBG.

Tarmadi.
Petugas kepolisian telah 

mengamankan sampel sisa 
makanan dan muntahan 
korban untuk diuji labora-
torium.

Camat Boyolangu Eko 
Knis menambahkan, maka-
nan bergizi gratis tersebut 
dikirim oleh Satuan Pe-
layanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG) Tanggung yang ber-
lokasi di Kecamatan Cam-
purdarat.

"Sebelumnya, SMPN 1 
Boyolangu mendapat suplai 
MBG dari SPPG Desa Pojok. 
Ini pertama kalinya dari 
SPPG Tanggung," ujarnya.
RPB

SULTENG RAYA - Pe-
merintah pusat bakal me-
mangkas dana transfer ke 
daerah (TKD) untuk Jakarta 
pada tahun anggaran 2026. 
Berkurangnya dana dari 
pusat itu otomatis mengu-
rangi postur APBD Jakarta 
tahun depan, dari proyeksi 
Rp 95,35 triliun menjadi Rp 
79,03 triliun.

Gubernur Jakarta Pra-
mono Anung mengatakan, 
berkurangnya postur APBD 
tidak akan berdampak ter-
hadap gaji para pegawai 
di lingkungan Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jakarta. 
Hal itu berlaku untuk para 
aparatur sipil negara (ASN) 
maupun non-ASN, seperti 
penyedia jasa layanan per-
orangan (PJLP).

"Jadi yang pertama, ti-
dak ada hal yang berkaitan 
dengan ASN," kata dia di 
Balai Kota Jakarta, Selasa 
(7/10/2025).

M e s k i  d e m i k i a n ,  i a 
menyatakan, Pemprov Ja-
karta kemungkinan bakal 
mengurangi kuota perekru-
tan pegawai yang berstatus 
sebagai PJLP pada 2025. 
Pasalnya, jumlah PJLP di 
lingkungan Pemprov Ja-
karta dinilai sudah sangat 

SULTENG RAYA - Ke-
jaksaan Negeri (Kejari) Kota 
Sukabumi memusnahkan 

barang  bukt i  narkoba 
hingga obat keras, Senin 
(13/10/2025). Barang bukti 

tersebut berasal 46 perkara 
hukum yang statusnya su-
dah inkrah. Informasi yang 

diperoleh, perkara yang 
sudah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap, baik dari 

GUBERNUR Jakarta Pramono Anung saat memberikan keteran-
gan di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025). FOTO: REP

APBD Jakarta 
Berkurang Rp16 Triliun

banyak.
"Yang mungkin akan 

mengalami  perubahan 
adalah, selama ini kan PJLP 
kami, kayak kemarin Dam-
kar kami buka 1.000, Pa-
sukan Oranye 1.100, Pasu-
kan Putih 500. Karena ada 
pengurangan ini mungkin 
untuk tahun depan, peluang 
itu juga akan berkurang," 
kata dia.

Namun, ia memastikan, 
para PJLP yang sudah di-
terima bekerja pada tahun 
ini tidak akan terdampak. 
Pengurangan kuota rekrut-
men baru akan dilakukan 
Pemprov Jakarta pada tahun 
depan. "Untuk tahun ini 
semuanya, tahun 2025, tidak 
mengalami perubahan," 
kata dia.

Diketahui, PJLP adalah 
pelaksana lapangan yang 
mendukung satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) 
(Pemprov) Jakarta dalam 
menjalankan berbagai lay-
anan publik. Mereka yang 
berstatus PJLP di antara 
petugas penanganan prasa-
rana dan sarana umum 
(PPSU), petugas damkar, 
dan lainnya. RPB

WAKIL Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah turun langusung membersihkan sampah di Kali 
Cipinang. FOTO: DOK DISKOMINFO KOTA DEPOK

Wakil Wali Kota Depok Imbau Warga 
Tak Buang Sampah ke Sungai

tah Kota (Pemkot) Depok 
akan menindak tegas pe-
laku pembuangan sampah 
sembarangan, baik secara 
pidana maupun perdata.

“Tadi Pak Menteri sudah 
sampaikan, pelanggaran 
ini bisa dikenakan sanksi 
pidana hingga lima tahun 
penjara. Sementara di Kota 
Depok sendiri sudah ada 
Perda Nomor 16 Tahun 2012 
dengan sanksi kurungan 
tiga bulan atau denda hing-
ga Rp25 juta. Ini akan kami 
tegakkan,” tegas Chandra.

Selain itu, Pemkot Depok 
juga akan memperkuat sis-

tem pengawasan dengan 
memasang CCTV di titik-ti-
tik rawan pembuangan sam-
pah liar.

“Tadi ada usulan dari 
lurah dan camat agar di be-
berapa titik dipasang CCTV. 
Nanti kami akan berkolabo-
rasi dengan pihak PGN yang 
juga ditugaskan membantu 
pembersihan Sungai Cipi-
nang,” jelas Chandra.

Chandra juga mengin-
gatkan agar seluruh pelaku 
usaha di sepanjang bantaran 
sungai ikut berkontribusi 
menjaga kebersihan ling-
kungan.

“Saya minta kelurahan 

segera memanggil semua 
pelaku usaha yang berak-
tivitas di pinggiran sungai 
untuk ikut bertanggung 
jawab menjaga kebersihan. 
Tidak ada lagi toleransi bagi 
yang membuang limbah 
atau sampah ke sungai,” 
ungkapnya.

Chandra berharap kola-
borasi antara pemerintah 
pusat, daerah, komunitas, 
dan masyarakat dapat men-
jaga kebersihan Sungai Ci-
pinang.

"Serta menjadi contoh 
gerakan lingkungan berke-
lanjutan di Kota Depok," 
tukasnya.RPB

PEMUSNAHAN barang bukti yang status kasus hukumnya sudah inkrah di Kejari Sukabumi, Senin (13/10/2025). FOTO: IST

Kejari Sukabumi Musnahkan Narkoba Hingga Obat Keras
tindak pidana narkotika, 
tindak pidana pelanggaran 
undang-undang kesehatan, 
tindak pidana harta benda 
dan undang-undang dar-
urat.

"Kami musnahkan barang 
bukti yang sudah memiliki 
kekuatan hukum tetap, se-
bagai bentuk tanggung ja-
wab dan transparansi dalam 
penegakan hukum," ujar Ke-
pala Kejari Sukabumi, Ade 
Hermawan kepada war-
tawan, Senin. Ia mengata-
kan, pemusnahan barang 
bukti ini merupakan bagian 
dari kewenangan kejaksaan 
dalam menyelesaikan pro-
ses hukum hingga tuntas.

Seluruh barang bukti yang 
dimusnahkan, merupakan 
hasil sitaan dari perkara 
yang telah diputus pengadi-
lan dan tidak memiliki nilai 
guna. "Barang bukti yang 
kami musnahkan agar tidak 
disalahgunakan, sekaligus 
memastikan proses hukum 
berjalan sesuai ketentuan," 
terang Ade.

Dari data Seksi Penge-
lolaan Barang Bukti dan Ba-
rang Rampasan, total barang 
bukti yang dimusnahkan 
meliputi 498 gram sabu, 139 
gram ganja, ratusan gram 
tembakau sintetis, serta obat 
keras berbagai jenis seperti 
Tramadol, Trihexyphenidyl, 
dan Alprazolam yang jum-
lahnya mencapai puluhan 
ribu butir. Selain itu, turut 
dimusnahkan barang bukti 
berupa alat hisap sabu, tim-
bangan digital, handphone, 
dokumen, dan benda lain 
yang tidak memiliki nilai 
ekonomi.

Ade menuturkan, kejari 
Kota Sukabumi akan terus 
berkomitmen memperkuat 
koordinasi dengan aparat 
penegak hukum lainnya un-
tuk memberantas peredaran 
narkoba dan obat keras ile-
gal. "Sebagai bentuk upaya 
dan komitmen kami ingin 
memastikan Kota Sukabumi 
tetap aman dan generasi 
muda terlindungi dari an-
caman narkotika,"jelasnya. 
Riga Nurul Iman.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)

OPINI 5SELASA, 11 OKTOBER 2022
SULTENG RAYA

S

PENERBIT:
PT. Trimedia Sulteng Mandiri

No. Rek. Bank Sulteng,  An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri
Acc. 0010107770011

Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6
An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI

PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafi i, Agung Ramadhan)

PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP 
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN HARIAN 

SULTENG RAYA, 

DIBEKALI KARTU 

PERS/SURAT TUGAS

DAN NAMANYA 

TERCANTUM DALAM 

BOX REDAKSI

PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana.  DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
 PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwan.

REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Hangga Nugracha.  STAF REDAKSI: Irwan, Andi Hidayat, Amiluddin, Hangga Nugracha,
Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Ruth Damayanti, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Desy Rahmadani. 

LITBANG: A. Madukelleng, Fery. BIRO DONGGALA: Wahid Agus, Andika Pratama. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. 
BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: Subianto. BIRO MOROWALI: Bambang Sumantri. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam.

BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro) Rizal Saenong (Pemasaran). BIRO BANGGAI: Pariaman T, Reynold Sitorus.
DESIGN & ARTISTIC: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Wanto, Zainuddin Ladoe. KEUANGAN: Ratmin. 

 EMAIL: sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. 
ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36   TLP: 0451 4012 445  ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.

sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

DALAM rumus konstitusi 
negeri ini, setiap orang ber-
kedudukan sama di hadapan 
hukum. Itu artinya hukum 

mesti berlaku dan diberlakukan setara pada 
setiap orang, tidak peduli status, jabatan, 
atau kedekatan dengan kekuasaan.

Namun, rumus Undang-Undang Dasar 
1945 itu tidak berlaku bagi warga negara 
bernama Silfester Matutina. Di ranah hu-
kum, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih 
itu menyandang status terpidana kasus 
fitnah terhadap Wakil Presiden Ke-10 dan 
Ke-12 Jusuf Kalla. Ia divonis bersalah dan 
dihukum penjara 1,5 tahun pada 2019.

Meski begitu, Silfester tak pernah dibui 
barang 1 menit sekalipun. Ia melenggang 
hingga kini karena Kejaksaan Agung tidak 
pernah mengeksekusi putusan pengadilan 
tersebut. Alasan awalnya karena ada pan-
demi covid-19. Ketika pandemi berlalu dan 
Silfester malang melintang di layar kaca 
televisi, kasusnya pun menguap.

Kini, ketika pemerintahan berganti, Sil-
fester diusik lagi. Namun, lagi-lagi tangan 
eksekutor seperti kurang antusias menja-
mahnya. Ia tetap bisa berkelit. Pihak ekseku-
tor, Kejagung, juga punya banyak jawaban 
atas tak kunjumg dieksekusinya Silfester itu.

Dari jawaban awal sulit menemukan 
keberadaan Silfester, Kejagung sebagai 
eksekutor negara kini meminta penasihat 
hukum Silfester untuk menghadirkan klien-
nya itu. Penasihat hukum juga menyebutkan 
bahwa Silfester tidak ke mana-mana, masih 
di Jakarta.

Tidak mengherankan jika publik menilai 
aksi saling jawab antara Kejagung dan pe-
nasihat hukum Silfester itu sebagai komedi 
yang tidak lucu. Aksi itu seolah memper-
tontonkan ketidakberdayaan hukum untuk 
menerungku Silfester yang sudah divonis 
1,5 tahun penjara. Padahal, sekali lagi, sang 
terpidana tidak ke mana-mana.

Silfester tidak menghilang. Pada awal 
Agustus, di hadapan media, ia menyatakan 
siap menempuh proses hukum atas kasus 
fitnah terhadap Jusuf Kalla (JK) itu. Ia juga 
mengaku telah berdamai dengan JK meski 
hal tersebut diragukan kebenarannya.

Pada bulan itu juga, Silfester bahkan 
mendapat jabatan baru sebagai komisaris 
independen di BUMN. Hingga kini pun, 
meski banjir kritik, fotonya masih terpam-
pang di website BUMN tersebut.

Tidak kunjung dieksekusinya Silfester 
amat gamblang menunjukkan bagaimana 
hukum dan keadilan masih bisa dite-
kuk-tekuk. Bahkan, hukum seperti tunduk 
di hadapan Silfester. Jika negeri ini ingin 
menyetop aksi drama komedi hukum dan 
keadilan seperti itu, taring eksekutor harus 
segera ditancapkan.

Mereka harus menyadari bahwa kasus 
Silfester akan menjadi catatan hitam dalam 
institusi penegakan hukum di Republik ini. 
Betapa pun tim penuntut milik negara itu 
berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi 
dengan kerugian ratusan triliunan rupiah, 
noda kasus Silfester akan tetap terlihat 
sangat tebal.

Semakin diulur-ulur aksi eksekusi ter-
hadap Silfester, semakin tergerus pula 
kepercayaan publik terhadap kejaksaan 
yang sudah dengan susah payah dibangun. 
Kasus eksekusi Silfester, bila tidak segera di-
realisasikan, menjadikan institusi kejaksaan 
laksana membangun istana pasir yang oleh 
sekali embusan angin saja langsung runtuh. 
Kita tentu tidak menghendaki itu terjadi.*-
Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Jelang Setahun, Pengamat 
Optimis Prabowo – Gibran 

Wujudkan Swasembada Energi
MENJELANG satu tahun pemerintahan Pre-
siden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden 
Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian 
strategis mulai menunjukkan hasil yang kon-
kret. Salah satu yang paling menonjol adalah 
langkah pemerintah dalam mewujudkan swas-
embada energi nasional sebuah cita-cita lama 
bangsa Indonesia untuk lepas dari ketergantun-
gan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

KEBIJAKAN yang 
d i g a g a s  o l e h 
Menteri Ener-
gi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) Bahlil 
Lahadalia melalui pemanfaat-
an etanol sebagai campuran 
BBM menjadi langkah nyata 
menuju kemandirian energi 
nasional. Program ini sejalan 
dengan visi besar Presiden 
Prabowo-Gibran (Pragib) un-
tuk membangun ekonomi 
yang tangguh, berdaulat, dan 
berkelanjutan. Upaya terse-
but bukan hanya soal energi, 
melainkan juga bagian dari 
strategi besar memperkuat 
ketahanan nasional di tengah 
dinamika geopolitik global 
yang kian kompleks.

Guru Besar Ilmu Ekonomi 
Universitas Islam Bandung 
(Unisba), Prof. Ima Amaliah, 
menilai program swasembada 
energi merupakan kebijakan 
yang seharusnya telah dij-
alankan sejak lama. Ia men-
gingatkan bahwa di masa 
kejayaan minyak Indonesia 
pada era 1980-an, hasil sektor 
migas seharusnya dijadikan 
fondasi bagi pembangunan 
sistem energi yang mandiri. 

Menurutnya, langkah peme-
rintah saat ini adalah bentuk 
koreksi sejarah yang patut dia-
presiasi karena menunjukkan 
arah pembangunan yang lebih 
berdaulat.

Prof. Ima juga menegaskan 
bahwa program swasembada 
energi bukan sekadar kebija-
kan ekonomi, tetapi strategi 
nasional untuk memperkuat 
kedaulatan negara. Dengan 
mengurangi impor BBM, 
Indonesia akan memiliki 
ruang fiskal yang lebih luas, 
sekaligus memperkuat posisi 
tawar di tingkat internasio-
nal. Ia memandang kebija-
kan pencampuran etanol 10 
persen atau E10 dalam BBM 
sebagai terobosan penting 
menuju kemandirian energi. 
Selain mengurangi impor, 
kebijakan ini juga mendu-
kung agenda pembangunan 
berkelanjutan dan transisi 
energi bersih.

Kebijakan berbasis bioe-
tanol tersebut juga sejalan 
dengan komitmen Indonesia 
dalam menghadapi peruba-
han iklim dan target emisi nol 
bersih pada 2050, sebagaima-
na tertuang dalam Perjanjian 

Paris. Dengan memanfaatkan 
sumber daya domestik seper-
ti tebu dan singkong untuk 
memproduksi etanol, Indo-
nesia tidak hanya mengurangi 
emisi karbon, tetapi juga men-
ciptakan rantai pasok baru 
yang menggerakkan ekonomi 
pedesaan.

Sementara itu, pakar kebija-
kan publik dari Universitas 
Padjadjaran (Unpad), Yogi 
Suprayogi Sugandi, juga me-
nilai bahwa kebijakan Men-
teri ESDM Bahlil Lahadalia 
dalam mendorong swasemba-
da energi merupakan langkah 
yang visioner. Ia menyebut, 
inisiatif seperti pengemban-
gan sumur minyak rakyat 
adalah kebijakan yang berpi-
hak pada masyarakat, teru-
tama jika implementasinya 
dilakukan dengan memper-
hatikan kesejahteraan warga 
yang terlibat.

Menurut Yogi, partisipasi 
masyarakat dalam proyek 
energi akan memperkuat rasa 
memiliki terhadap sumber 
daya nasional. Namun demi-
kian, ia mengingatkan agar 
mekanisme pelibatan masy-
arakat tetap diatur secara 
adil, agar tidak menimbulkan 
kesenjangan atau praktik ek-
sploitatif. Dengan demikian, 
kemandirian energi yang 
dicapai tidak hanya bersifat 
teknis, tetapi juga sosial-ek-
onomis.

Dari sisi teknologi, Guru Be-
sar Fakultas Teknik Mesin dan 
Dirgantara Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Tri Yus Widja-
janto, menilai bahwa langkah 
pemerintah menggunakan 
etanol sebagai bahan campu-
ran BBM merupakan solusi 
praktis dan realistis untuk 

mengurangi ketergantungan 
impor energi. Ia menjelaskan 
bahwa secara teknis, bahan 
bakar dengan kandungan 
etanol telah terbukti aman 
digunakan pada kendaraan 
bermotor modern tanpa me-
nimbulkan risiko terhadap 
performa mesin.

Tri Yus menambahkan, 
penggunaan etanol tidak ha-
nya memberikan manfaat 
lingkungan melalui pengu-
rangan emisi karbon, tetapi 
juga membuka peluang ek-
onomi baru bagi Indonesia. 
Pengembangan industri bio-
etanol di dalam negeri, kata 
dia, berpotensi menciptakan 
ribuan lapangan kerja baru, 
khususnya di sektor pertani-
an dan industri pengolahan. 
Dengan demikian, kebijakan 
ini memiliki dampak gan-
da: memperkuat ketahanan 
energi sekaligus memperluas 
lapangan kerja bagi masya-
rakat.

Lebih jauh, Tri Yus men-
gungkapkan bahwa saat ini 
ketergantungan impor BBM 
Indonesia masih mencapai 
lebih dari 45 persen dari total 
kebutuhan nasional. Dengan 
mengembangkan industri 
bioetanol secara serius, angka 
tersebut dapat ditekan seca-
ra bertahap, bahkan hingga 
separuhnya dalam beberapa 
tahun ke depan. Ia meman-
dang kebijakan Bahlil Laha-
dalia sebagai langkah konkret 
untuk memanfaatkan potensi 
sumber daya dalam negeri 
yang selama ini belum diop-
timalkan.

Langkah strategis pemer-
intah tersebut juga menjadi 
sinyal kuat bagi dunia in-
ternasional bahwa Indone-

sia berkomitmen terhadap 
transisi energi bersih dan 
kemandirian nasional. Dalam 
konteks global, di mana ke-
tidakpastian pasokan energi 
menjadi isu besar, Indonesia 
menunjukkan arah kebijakan 
yang berpijak pada kekuatan 
domestik dan inovasi tekno-
logi.

Menjelang satu tahun pe-
merintahan Prabowo-Gibran, 
berbagai kalangan menilai 
bahwa arah kebijakan energi 
nasional semakin jelas dan 
terukur. Program swasemba-
da energi berbasis bioetanol 
bukan hanya bentuk adaptasi 
terhadap tantangan zaman, 
tetapi juga cermin keberanian 
politik untuk membangun 
masa depan energi yang ber-
daulat.

Dengan dukungan para 
akademisi, praktisi, dan masy-
arakat, optimisme akan ke-
mandirian energi bukan lagi 
sekadar wacana. Pemerintah 
telah memulai langkah kon-
kret yang membawa dampak 
langsung terhadap pereko-
nomian nasional, mulai dari 
pengurangan impor hingga 
peningkatan pendapatan pe-
tani lokal.

Seiring berjalannya waktu, 
program swasembada energi 
ini diyakini akan menjadi 
tonggak sejarah baru bagi 
bangsa Indonesia. Sebagai-
mana disampaikan para pen-
gamat, keberhasilan kebijakan 
ini akan menjadi bukti bahwa 
kepemimpinan Prabowo-Gi-
bran mampu menggabungkan 
visi besar dan kerja nyata 
untuk mewujudkan Indonesia 
yang mandiri, berdaulat, dan 
sejahtera di bidang energi. *) 
Pemerhati Isu Energi

OLEH : RIVKA MAYANGSARI*) Drama 
Silfester 
Matutina

DI bawah kepe-
mimpinan Rajo 
Nan Sati, Kera-
jaan Alam Jamal 

berkembang sebagai pusat 
kebudayaan, ekonomi, dan 
spiritual masyarakat Minang.

Dari Pagaruyung ke Alahan 
Panjang

Sebagian sejarawan ber-
pendapat bahwa Kerajaan 
Alam Jamal merupakan ca-
bang dari Kerajaan Pagar-
uyung. Letaknya di daerah 
yang subur membuat Alahan 
Panjang menjadi kawasan 
strategis bagi pemerintahan 
dan pertanian. Istana Rajo 
Nan Sati berdiri megah di 
masa itu, menjadi pusat ad-
ministrasi sekaligus simbol 
kebijaksanaan. Meskipun 
kini yang tersisa hanyalah 
reruntuhan, aura sejarahnya 
masih terasa bagi masyarakat 
sekitar.

Rajo Nan Sati dikenal se-
bagai pemimpin yang adil 
dan arif. Nama “Nan Sati”, 
yang berarti bijaksana, men-
cerminkan gaya kepemim-
pinannya. Ia tidak hanya 
berperan sebagai raja, tetapi 
juga pembimbing moral dan 
spiritual. Menurut sejarawan 
Emral Djamal Dt. Rajo Mudo, 
kepemimpinan Rajo Nan Sati 
berhasil memadukan hukum 
adat Minangkabau dengan 
syariat Islam, menciptakan 
harmoni sosial yang menjadi 
ciri khas masyarakatnya.

Pusat Kebudayaan dan Kesenian
Kerajaan Alam Jamal men-

jadi salah satu pusat kebuda-
yaan Minangkabau. Tarian, 
musik tradisional, dan seni 
sastra seperti kaba (cerita 
epik rakyat) berkembang 
pesat. Bahasa Minangkabau 
menjadi bahasa resmi kera-
jaan sekaligus alat ekspresi 

OLEH : RAFHEL SETYA PRATAMA

seni dan pendidikan. Masjid 
Agung Alahan Panjang juga 

berdiri megah sebagai pusat 
dakwah dan kegiatan sosial, 

Kerajaan Alam Jamal: Jejak Peradaban 
di Tengah Alam Alahan Panjang

DI lereng perbukitan Alahan Panjang, Solok, 
Sumatera Barat, tersimpan kisah kejayaan yang 
jarang terungkap: Kerajaan Alam Jamal. Berdiri 
antara abad ke-14 hingga ke-16 Masehi, kera-
jaan ini menjadi saksi perpaduan antara adat 
Minangkabau dan ajaran Islam. 

menunjukkan eratnya hubun-
gan antara kerajaan dan Islam.

Ekonomi dan Kemandirian
Kehidupan ekonomi di ke-

rajaan ini bertumpu pada sek-
tor agraris. Alahan Panjang di-
kenal dengan tanahnya yang 
subur, cocok untuk pertanian 
padi dan sayur-mayur. Selain 
itu, hasil kerajinan seperti 
tenun songket, ukiran kayu, 
dan perhiasan logam menja-
di komoditas penting dalam 
perdagangan lokal maupun 
antarwilayah. Hubungan 
dagang dengan kerajaan-ke-
rajaan di pesisir Sumatera 
memperkuat posisi ekonomi 
Kerajaan Alam Jamal sebagai 
salah satu kekuatan regional 
pada masanya.

Warisan yang Tak Pudar
Meskipun kerajaan ini kini 

hanya menyisakan jejak seja-
rah, pengaruhnya masih hidup 
dalam tradisi masyarakat. 
Nilai-nilai kepemimpinan Rajo 
Nan Sati, keadilan, harmoni, 
dan religiositas, menjadi wa-
risan yang terus dihormati. 
Alam Jamal bukan sekadar ke-
rajaan masa lalu, tetapi cermin 
dari peradaban Minangkabau 
yang berakar pada adat dan 
Islam.*Penulis: mahasiswa sastra 
Minangkabau Universitas Islam 
Negeri Imam Bonjol Padang.



RABU, 15 OKTOBER 20256 EKONOMI & BISNIS
SULTENG RAYA

SULTENG RAYA - Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) me-
nargetkan sebanyak 80 ribu peserta 
yang merupakan lulusan baru (fresh 
graduate) perguruan tinggi dapat 
mengikuti program Magang Na-
sional 2025 periode (batch) kedua. 

Menteri Ketenagakerjaan (Mena-
ker) Yassierli mengatakan, target ini 
menyusul arahan Presiden Prabowo 
Subianto agar setidaknya 100 ribu 
fresh graduate dapat mengikuti 
program yang menjadi bagian dari 
rangkaian paket stimulus ekonomi 
nasional tahun ini.

“Batch pertama, kita memang 
buka sebanyak 20 ribu peserta. 
Ketika ini nanti sudah berjalan, 
kita akan siapkan langsung un-
tuk batch kedua sebesar 80 ribu 
peserta dan kita targetkan sekitar 
pertengahan November itu sudah 
jalan,” ujar Yassierli, dikutip Selasa 
(14/10/2025).

Adapun periode kedua ini dimu-
lai pada 17 November 2025, dengan 
target keseluruhan 100 ribu fresh 
graduate terserap dalam program 
ini.

Untuk periode kedua pendaftaran 
dan pelaksanaan Magang Nasional 
2025, Menaker mengatakan pihak-
nya mendorong perluasan akses 
magang kepada perusahaan serta 
kantor kementerian, lembaga, dan 
badan pemerintahan pusat mau-
pun daerah di seluruh wilayah 
Indonesia. 

“Pada batch kedua, kita akan 
memperluas perusahaan yang 
boleh ikut berpartisipasi, serta ke 
kementerian, lembaga, dan ba-
dan, baik dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah,” kata 
Yassierli.

Hal ini, lanjut dia, bertujuan 
memberikan kesempatan magang 
yang lebih merata dan luas, serta 
terdistribusi di semua provinsi bagi 
para lulusan sarjana dan diploma.

Sementara itu, Menaker men-
gatakan, per Senin (13/10) pu-
kul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 
1.147 perusahaan telah membuka 
lowongan magang melalui aplikasi 
Maganghub.

Dari sisi pencari magang, terd-
apat 105 ribu fresh graduate yang 
telah memenuhi syarat (eligible), 
sudah melamar ke berbagai posisi, 
dan peserta dapat mengajukan 
lamaran hingga tiga posisi magang 
sekaligus.

Selain Maganghub, Kemnaker 
juga menyediakan aplikasi Ka-
rirhub di platform SiapKerja bagi 
masyarakat umum untuk mencari 
pekerjaan tetap. Saat ini terdapat 
200 ribu lowongan kerja aktif, dan 
Kemnaker sedang mengkonsolida-
sikan lowongan dari berbagai portal 
kerja swasta nasional.

Menaker menambahkan, melalui 
Karirhub, para pencari kerja dari 
berbagai jenjang pendidikan, mu-
lai dari lulusan sekolah menengah 
hingga sarjana, dapat melamar 
pekerjaan sesuai minat dan keah-
lian masing-masing di karirhub.
kemnaker.go.id.

Ia juga menegaskan bahwa Kem-
naker berkomitmen untuk terus 
memperluas akses upskilling dan 
reskilling melalui berbagai program 
pelatihan dan pemagangan. “Upaya 
tersebut diharapkan dapat mening-
katkan tingkat penempatan kerja 
serta menurunkan tingkat pengang-
guran terbuka secara signifikan,” 
kata dia. ROL

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi keterangan pers menge-
nai Program Magang Nasional 2025 di Lobi A, Gedung Kementerian Ketenagaker-
jaan, Jakarta Selatan, Senin, (13/10/2025). FOTO: CNBC INDONESIA/MUHAMMAD SABKI

Kemnaker 
Target 80 Ribu 

Lulusan Baru Ikuti 
Magang Nasional 

2025 Batch II 

SULTENG RAYA — Pada 
akhir pekan pada minggu 
terakhir September 2025, 
Yamaha kembali mengha-
dirkan kegiatan seru untuk 
masyarakat dengan meng-
gelar iven bertajuk “Tetang-
ga Yamaha”, yang untuk 
pertama kalinya diadakan 
di lapangan Voli Kelurahan 
Donggala Kodi. 

Iven sukses menghadir-
kan antusiasme tinggi dari 
warga sekitar dan dirancang 
sebagai ajang kebersamaan 
antara Yamaha dan masya-
rakat, dengan berbagai lom-
ba, hiburan, serta doorprize 

menarik. Beberapa kegiatan 
yang digelar antara lain; 
lomba gaple, lomba karaoke, 
lomba ranking 1, games seru 
dan zumba, music perfor-
mance. Tenant UMKM lokal, 
dan service gratis untuk 
pengguna Yamaha.

Selain itu, peserta juga ber-
kesempatan mendapatkan 
voucher potongan pembe-
lian motor Yamaha sebesar 
Rp500.000, serta berbagai 
doorprize menarik seperti 
kulkas, kipas angin, dan per-
alatan rumah tangga lainnya.

Kegiatan tersebut menja-
di bentuk nyata komitmen 

Yamaha untuk selalu dekat 
dengan masyarakat dan 
mendukung semangat ke-
bersamaan di lingkungan 
sekitar. 

Melalui “Tetangga Ya-
maha”, diharapkan hubun-
gan antara pelanggan dan 
Yamaha semakin erat serta 
memberikan manfaat positif 
bagi warga Donggala Kodi 
dan sekitarnya.

Acara ini terselenggara 
atas kerja sama PT Yamaha 
Indonesia Motor Mfg, RNR, 
dan jaringan dealer Ya-
maha di wilayah Sulawesi 
Tengah. */HJ

WARGA Donggala Kodi yang didominasi oleh ibu rumah tangga saat melakukan senam zumba di lapangan voli, Donggala Kodi, Senin 
(27/9/2025). FOTO: DOK. AKAI JAYA MOTOR

Iven “Tetangga Yamaha” di 
Donggala Kodi Berlangsung Meriah

SULTENG RAYA - Pe-
merintah berencana meng-
hapus seluruh tunggakan 
iuran BPJS Kesehatan. Hal 
ini mendapatkan sorotan 
dari masyarakat.

Direktur Utama BPJS Ke-
sehatan Ali Ghufron Mukti 
buka suara perihal wacana 

ini. Menurutnya, BPJS Ke-
sehatan masih membahas 
mengenai kebijakan ini.

“Masih dalam proses 
pembahasan,” katanya sing-
kat kepada CNBC Indonesia, 
dikutip Selasa (14/10/2025). 

Adapun, Ali Ghufron be-
lum memastikan jumlah 

SULTENG RAYA - Ke-
menterian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) 
membuka peluang mene-
rapkan skema Domestic 
Market Obligation (DMO) 
untuk komoditas emas. Pe-
nerapan skema ini bertujuan 
untuk mengurangi ting-
ginya impor emas PT Aneka 
Tambang Tbk (ANTM) atau 
Antam sebanyak 30 ton per 
tahunnya.

Direktur Jenderal Mine-
ral dan Batubara (Miner-
ba) Kementerian ESDM 
Tri Winarno mengatakan 
kemungkinan penerapan 
skema DMO adanya berba-
gai pertimbangan. Misalnya 
memungkinkan adanya pe-
numpukan stok emas.

“Cuma kalau misalnya 
nanti ada DMO, seandainya 
ada DMO, nanti kalau misal-
nya sananya beroperasi se-
perti apa. Jangan sampai 
juga terus malah numpuk,” 
katanya di Kementerian 
ESDM, Jakarta Pusat, Senin 
(13/10/2025). 

Pasalnya Antam dan PT 
Freeport Indonesia (PTFI) te-
lah memiliki perjanjian kerja 
sama jual beli emas sebanyak 
30 ton per tahun. Tetapi, Tri 
mengatakan saat ini fasilitas 
smelter Freeport mengalami 
kendala operasional.

“Sebetulnya sudah ada 
perjanjian sama Freeport 
kan. Terus kemudian atas 
perjanjian itu sebetulnya 
nggak ada masalah, sudah 
oke. Nah cuma karena ini 
ada kejadian ini kan, ya kita 
bahas lah, nanti kita evaluasi 
gimana baiknya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur 
Utama PT Aneka Tambang 
Tbk (ANTM) atau Antam, 
Achmad Ardianto men-
gungkapkan perusahaan 
masih harus mengimpor 

emas 30 ton setiap tahun. 
Hal ini dilakukan karena 
tingginya minat terhadap 
emas Antam, sementara ka-
pasitas produksi perseroan 
hanya 1 ton per tahun.

Hasil produksi tersebut 
belum mampu menutup ke-
butuhan emas di dalam ne-
geri. Oleh karena itu, impor 
dilakukan dari Singapura 
dan Australia melalui pe-
rusahaan maupun lembaga 
yang terdaftar di London 
Bullion Market Association 
(LBMA). 

Sementara tahun ini, ke-
butuhan emas nasional di-
perkirakan mencapai 43 
ton, meningkat dibanding-
kan tahun sebelumnya 37 
ton. Saat ini, Antam ha-
nya mengoperasikan satu 
area tambang emas di Blok 
Pongkor, sementara potensi 
cadangan emas di Indonesia 
secara nasional diperkirakan 
mencapai 90 ton.

“Mungkin 30-an ton (im-
por),” ungkap Ardianto 
dalam rapat kerja bersa-
ma Komisi VI DPR RI di 
Kompleks Parlemen, Sena-
yan, Jakarta Pusat, Senin 
(29/9/2025).

Sayangnya, tidak ada ke-
tentuan yang mewajibkan 
perusahaan-perusahaan 
tambang emas untuk men-
jual produknya ke Antam, 
sehingga perusahaan-pe-
rusahaan lokal lebih banyak 
menjual produk emasnya ke 
luar negeri.

“ N a h ,  p e r s o a l a n n y a 
adalah tidak ada aturan 
yang mewajibkan mereka 
untuk menjual ke Antam. 
Jadi menjadikan, menjadi 
fleksibilitas bagi perusahaan 
tambang di Indonesia untuk 
menjualnya di dalam negeri 
ataupun mengekspor,” je-
lasnya. DTC

DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyam-
paikan paparan dalam CNBC Indonesia Insurance Forum di Ja-
karta, Kamis (27/2/2025). FOTO: CNBC INDONESIA/TRI SUSILO

Bos BPJS Kesehatan: Pemutihan 
Tunggakan Masih dalam Pembahasan

Antam Impor Emas 30 
Ton per Tahun, ESDM 
Kaji Penerapan DMO besaran tunggakan BPJS 

Kesehatan saat ini. Pada Fe-
bruari 2025, BPJS Kesehatan 
mencatat sebanyak 28,85 
juta peserta menunggak 
iuran per Desember 2024. 
Total nilai tunggakan men-
capai Rp21,48 triliun pada 
akhir 2024.

Menteri Keuangan Purba-
ya Yudhi Sadewa mengaku 
belum tahu detail rencana 
penghapusan tunggakan 
iuran BPJS Kesehatan. Bah-
kan, pertemuan dengan 
Presiden Prabowo Subi-
anto pada Minggu malam 
(14/10/2025), tidak men-
yinggung masalah BPJS 
Kesehatan tersebut.

“Nggak ada. Belum-be-
lum, semalam sih ya. Jelas 

semalam enggak bicara itu,” 
tegas Purbaya, kemarin di 
Kantor Pusat DJP, Senin 
(13/10/2025).

Ketua Dewan Penga-
was BPJS Kesehatan, 
Prof Abdul Kadir men-
gatakan bahwa pengha-
pusan tunggakan peserta 
JKN bisa saja dilakukan. 
Namun pihaknya menye-
but butuh adanya regu-
lasi yang mengatur hal 
tersebut.

“Kalau ada payung hu-
kum dari pemerintah bah-
wa tunggakan itu akan 
diputihkan, maka tentunya 
kami dari BPJS Kesehatan 
akan mengikuti itu,” kata 
Abdul kepada awak media 
di Jakarta Pusat. CNBC
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Kegiatan dimulai dengan 
titik kumpul di area parkir 
McDonald’s Palu, kemudian 
peserta melakukan City Rol-
ling (Night Ride) menuju be-
berapa landmark Kota Palu. 
Nuansa malam yang syahdu 
menonjolkan sisi elegan dan 
aman, sejalan dengan gaya 
hidup berkendara modern. 

Puluhan sepeda motor 
Honda dari skutik hingga 
sport memeriahkan suasa-
na dengan tampilan yang 
mencerminkan karakter 
masing-masing pengendara.

Tidak sekadar Night 
Ride, Nocturnity Riding 

juga menghadirkan beragam 
aktivitas interaktif seperti 
games, mini challenges, 
sosialisasi safety riding, 
serta sosialisasi dari Polres 
Kota Palu, sehingga suasana 
semakin akrab dan meriah. 

Antusiasme peserta terasa 
kuat bukan hanya saat ber-
kendara, tetapi juga ketika 
saling berbagi cerita dan 
mempererat silaturahmi 
antarkomunitas. “Melalui 
Nocturnity Riding, kami 
ingin menghadirkan ruang 
aktualisasi bagi komunitas 
motor Honda, khususnya 
generasi muda untuk men-

PARA komunitas motor honda di Kota Palu saat berkumpul dalam acara Nocturnity Riding dengan tagline “Ride the Night, Own the 
Moment” Sabtu (11/10/2025). FOTO: DOK HONDA SULTENG

Honda Sulteng Kembali Gelar Night Ride 
ke-2 untuk Komunitas Honda Palu

SULTENG RAYA - Anugerah Perdana 
selaku Main Dealer sepeda motor Honda di 
Sulawesi Tengah (Sulteng), bersama Ko-
munitas Motor Honda Palu sukses menye-
lenggarakan “Nocturnity Riding”, sebuah 
pengalaman berkendara malam yang 
menyatukan para pecinta sepeda motor 
Honda dari berbagai komunitas dengan 
tagline “Ride the Night, Own the Moment” 
Sabtu (11/10/2025).

yalurkan passion otomotif 
secara positif. Kami berha-
rap melalui silaturahmi ini, 
Honda Sulteng dan komu-
nitas motor Honda di Kota 
Palu terus bersinergi dalam 
setiap kegiatan positif beri-
kutnya,” ujar Rionald selaku 
PIC Community Honda 
Sulteng. Kegiatan ini juga 
menjadi bagian dari kam-
panye Sinergi Bagi Negeri, 
yang mendorong kolabo-
rasi antara pelaku industri, 
komunitas dan masyarakat 
dalam membangun ekosis-
tem sosial yang aktif, inklu-
sif dan berdampak positif.

Honda Sulteng terus 
memperkuat peran komu-
nitas bukan hanya sebagai 
pengguna, tetapi juga seba-
gai pelaku perubahan yang 
mendorong budaya kese-
lamatan berkendara, etika 
sosial, serta pengembangan 
kreativitas generasi muda. 
Semangat Satu Hati kembali 
terasa menegaskan bahwa 
Honda tidak hanya mene-
mani perjalanan fisik, tetapi 
juga perjalanan semangat 
dan nilai-nilai kehidupan 
untuk komunitasnya.*/YAN

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka mendukung penuh pe-
laksanaan Program Prioritas 
Gubernur dan Wakil Guber-
nur Sulawesi Tengah, khu-
susnya Program 9 BERANI 
(Berani Sehat, Berani Cerdas, 
Berani Sejahtera dan Berani 
Harmoni), Lembaga Pembi-
naan Khusus Anak (LPKA) 
Kelas II Palu Kantor Wilayah 
(Kanwil) Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (Ditjenpas) 
Sulawesi Tengah, turut ber-
partisipasi aktif dalam Rapat 
Koordinasi Lintas Sektor dan 
Lembaga Layanan Anak Me-
merlukan Perlindungan Khu-
sus (AMPK). Kegiatan yang 
diinisiasi oleh Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP3A) 
Provinsi Sulawesi Tengah 
ini dilaksanakan pada Senin 
(13/10/2025) di ruangan rapat 
DP3A Provinsi Sulawesi Ten-
gah. Rapat koordinasi ini me-
miliki tujuan strategis, antara 
lain menguatkan sinergi lintas 
sektor dalam penanganan 
AMPK, menyusun langkah 
strategis daerah yang sejalan 
dengan capaian Program 9 
BERANI dan mengkoordi-
nasikan data, layanan dan 
rencana tindak lanjut AMPK 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Seksi Pembinaan 
LPKA Kelas II Palu, Ida Bagus 
Kade Dwi Wiardana, hadir 
mewakili LPKA Palu dalam 
pertemuan penting yang di-
hadiri oleh berbagai Organi-
sasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan Lembaga Layanan Anak 
terkait. Kehadiran LPKA Palu 
dalam rapat ini sangat krusial 
mengingat fungsi Lembaga 
sebagai layanan khusus bagi 

SUASANA Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga Layanan Anak Memerlukan Perlindun-
gan Khusus (AMPK) yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada Senin (13/10/2025) di ruangan rapat 
DP3A Provinsi Sulawesi Tengah. FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Dukung Program 9 
BERANI Pemprov Sulteng

Anak yang Berhadapan den-
gan Hukum (ABH), yang ter-
masuk dalam kategori Anak 
Memerlukan Perlindungan 
Khusus (AMPK).

Dalam rapat tersebut, Ida 
Bagus Kade Dwi Wiardana 
menyampaikan bahwa kegi-
atan pembinaan keterampi-
lan anak di LPKA Palu telah 
berjalan dengan baik, namun 
memerlukan penguatan mel-
alui kerja sama yang lebih erat 
dari para pemangku kepen-
tingan (stakeholder) terkait. 
Hal ini sejalan dengan tujuan 
rapat untuk memenuhi Hak-
Hak Anak dan validasi Data 
AMPK di LPKA Kelas II Palu 
dan Kota Palu.

Rapat koordinasi ini di-
pimpin oleh Kepala Bidang 
Perlindungan Hak Perempu-
an dan Perlindungan Khusus 
Anak (PHP dan PKA) DP3A 
Provinsi Sulawesi Tengah, 

Diana Adam Pattalao.
Dalam arahannya, Diana 

Adam Pattalao, menekankan 
pentingnya kolaborasi dan 
pengawasan, perlunya pen-
gawasan di setiap Lembaga 
Layanan Anak dalam rangka 
pencegahan Pekerja Anak di 
Sulawesi Tengah. Sinergi data 
dan layanan adalah kunci agar 
Hak-Hak Anak, khususnya 
AMPK, benar-benar terpenuhi 
sesuai dengan amanat Pro-
gram 9 BERANI.

Menanggapi hal tersebut, 
Kasi Pembinaan LPKA Palu, 
Ida Bagus Kade Dwi Wiarda-
na, menyampaikan komitmen 
LPKA. "Kami di LPKA Palu 
sangat terbuka untuk berkola-
borasi. Pelaksanaan pembin-
aan keterampilan yang kami 
jalankan merupakan upaya 
nyata pemenuhan hak anak 
atas pendidikan dan persia-
pan kemandirian. Kami ber-

harap, melalui intervensi dan 
dukungan kuat dari Pemer-
intah Daerah serta lembaga 
layanan anak, capaian kinerja 
terkait pemenuhan hak anak 
di LPKA dapat terus mening-
kat secara signifikan," jelasnya.

“Diharapkan dengan ada-
nya Rapat Koordinasi Lintas 
Sektor ini, upaya pemenuhan 
Hak-Hak Anak dan pen-
guatan koordinasi data AMPK 
dapat berjalan lebih efektif, 
menciptakan langkah strategis 
daerah yang harmonis dan 
terpadu, serta berkontribusi 
nyata pada suksesnya Pro-
gram 9 BERANI di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Kegiatan 
rapat koordinasi ini berjalan 
dengan baik, menghasilkan 
kesepakatan untuk memper-
kuat kolaborasi demi perl-
indungan dan pemenuhan 
hak anak secara maksimal,” 
harapnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Ribu-
an masyarakat tumpah ruah 
di kawasan Makodam XXI-
II/Palaka Wira, Palu, Sabtu 
(11/10/2025), dalam keme-
riahan Palaka Wira Run dan 
panggung hiburan rakyat 
memperingati HUT ke-80 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI). 

Danrem 132/Tadulako, 
Brigjen TNI Deni Gunawan 
menekankan bahwa seluruh 
rangkaian acara ini merupa-
kan bentuk nyata kedekatan 
TNI dengan masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya 
perayaan, tapi juga untuk 
mempererat hubungan TNI 
dan masyarakat. TNI kuat 
karena rakyat bersama kami,” 
ujar Brigjen TNI Deni Guna-
wan.

Kegiatan dimulai sejak 
pagi dengan Palaka Wira 
Run kategori 10 kilometer 
dan 3 kilometer, yang diikuti 
ribuan peserta dari berbagai 
kalangan, mulai dari pelajar, 
komunitas olahraga, hingga 
masyarakat umum.

Sementara, Pangdam XXI-
II/Palaka Wira Mayjen TNI 
Binsar Sianipar mengatakan, 
ajang ini bukan sekadar olah-
raga, melainkan simbol se-
mangat baru bagi masyarakat 
Sulawesi Tengah dan Sula-
wesi Barat.

“Saat ini telah berdiri Ko-
dam XXIII/Palaka Wira yang 
menaungi dua provinsi, Su-
lawesi Tengah dan Sulawesi 
Barat,” ujarnya.

“Saya berharap dari ke-
giatan ini lahir pelari-pelari 
tangguh dari daerah ini, bah-
kan mampu berprestasi di 

KEMERIAHAN Palaka Wira Run dan panggung hiburan rakyat 
memperingati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di 
kawasan Makodam XXIII/Palaka Wira, Palu, Sabtu (11/10/2025). 
FOTO: PENREM 132/TADULAKO

HUT KE-80 TNI

Ribuan Warga Meriahkan 
Acara Palaka Wira Run

S U L T E N G  R A Y A  - 
Dalam rangka mendukung 
program Ketahanan Pangan 
Polri, Kanit Binmas Polsek 
Parigi, Aiptu Irwan bersama 
Bhabinkamtibmas Kelura-
han Loji, Aipda Sudirman, 
melaksanakan pengecekan 
kebun jagung binaan Polri 
milik warga bernama Nur-
din yang berlokasi di Desa 
Lebo, Kecamatan Parigi, 
Senin (13/10/2025).

Kegiatan ini merupakan 
bentuk nyata kepedulian 
Polri terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui sektor pertanian. 
Dalam kunjungan tersebut, 

Kanit Binmas bersama Bha-
binkamtibmas memberikan 
semangat dan motivasi ke-
pada pemilik kebun agar 
terus mengembangkan la-
han pertaniannya sehingga 
dapat memberikan hasil 
panen yang optimal.

Selain memastikan kondi-
si tanaman jagung tumbuh 
subur dan terawat, kegi-
atan ini juga menjadi sarana 
mempererat kemitraan anta-
ra Polri dan masyarakat. Di-
harapkan melalui program 
ketahanan pangan ini, masy-
arakat semakin mandiri dan 
produktif dalam menghada-
pi tantangan ekonomi.

Kanit Binmas Polsek Pa-
rigi menyampaikan bahwa 
Polri akan terus hadir men-
dampingi masyarakat dalam 
berbagai kegiatan positif, 
termasuk sektor pertanian 
yang menjadi salah satu 
pilar ketahanan pangan 
nasional. Langkah ini men-
cerminkan komitmen Polsek 
Parigi di bawah jajaran Pol-
res Parigi Moutong untuk 
terus mendukung program 
pemerintah sekaligus mem-
perkuat hubungan harmonis 
antara Polri dan masyarakat 
demi terciptanya situasi 
kamtibmas yang aman, nya-
man dan sejahtera.*/YAT

DUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN

Kanit Binmas Polsek Parigi Tinjau 
Kebun Jagung Binaan di Desa Lebo

tingkat nasional,” tambahnya.
Usai lari, kegiatan berlan-

jut dengan Gala Breakfast 
yang turut dihadiri Gubernur 
Sulawesi Tengah Anwar Ha-
fid, Pangdam XIII/Merdeka 
Mayjen TNI Suhardi, serta 
sejumlah pejabat daerah, se-
perti Ketua DPRD Sulteng 
dan Sulbar, Bupati Morowali 
Utara, dan unsur Forkopimda 
dari kedua provinsi.

Gubernur Anwar Hafid 
dalam sambutannya menyam-
paikan apresiasi dan kebang-
gaan atas berdirinya Kodam 
XXIII/Palaka Wira yang di-
sebutnya sebagai tonggak se-
jarah pertahanan di kawasan 
tengah Indonesia. “Saya se-
mangat, saya kuat, karena 
ada TNI bersama saya,” ujar 
Anwar Hafid yang disambut 
tepuk tangan meriah.

“Berdirinya Kodam XXIII/
Palaka Wira ini adalah bukti 
bahwa Sulawesi Tengah kini 
sejajar dengan provinsi lain di 
Pulau Sulawesi. Kita memiliki 
kelengkapan unsur pemerin-

tahan dan pertahanan yang 
mandiri,” tegasnya.

Selain Palaka Wira Run, 
kemeriahan HUT ke-80 TNI 
juga diisi dengan berbagai ke-
giatan menarik seperti Zumba, 
panggung hiburan rakyat, 
pasar murah, bazar UMKM 
Fest, serta Palaka Wira Enduro 
Race.

Puncak acara ditutup den-
gan penampilan artis asal 
Timur, Jacson Zeran, yang 
membawakan lagu popu-
lernya “Tabola Bale.” Aksi 
panggungnya berhasil me-
meriahkan suasana dan me-
nutup kegiatan dengan penuh 
keceriaan.

Momentum peringatan 
HUT ke-80 TNI di Bumi Ta-
dulako ini menjadi simbol 
kuatnya semangat kebersa-
maan, soliditas dan kedekatan 
antara TNI dan rakyat.

Palaka Wira Run bukan 
sekadar ajang olahraga, tetapi 
wujud nyata semangat “TNI 
PRIMA, TNI Rakyat, Indone-
sia Maju”.*/YAT
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pembalap muda penuh 
talenta. Tak hanya men-
yuguhkan kompetisi yang 
seru, Yamaha juga meng-
hadirkan kejutan istime-
wa bagi para pengunjung 
dengan doorprize utama 
berupa total 4 unit motor 

Yamaha, sebagai bentuk 
apresiasi atas dukungan 
dan antusiasme masyara-
kat.

“Melalui dukungan Ya-
maha, kami ingin terus 
menjadi bagian dari per-
kembangan olahraga oto-

motif di Sulawesi Tengah, 
sekaligus memberikan pen-
galaman terbaik bagi para 
penggemar balap motor,” 
ujar Sekretaris  KONI Sul-
teng, Andi Nur B Lama-
karate.

Event ini sekaligus mene-

gaskan posisi Sirkuit Pang-
gona Palu sebagai salah satu 
pusat kegiatan motorsport 
terbesar di kawasan timur 
Indonesia, serta menjadi 
wadah pembinaan bagi 
talenta muda berprestasi di 
dunia balap.*HJ

Bupati Erwin juga mene-
gaskan komitmennya untuk 
menghentikan segala bentuk 
aktivitas tambang ilegal di 
wilayah tersebut. Ia mene-
kankan, kegiatan pertamban-
gan hanya boleh dilakukan 
di area yang memiliki izin 
resmi dan harus disertai 
dengan pengawasan ketat.

“Kegiatan tambang hanya 
boleh dilakukan di wilayah 
yang sudah keluar izinnya. 
Kita harus tertib dan la-
kukan pembinaan agar air 
sungai tidak lagi keruh. Air 
ini sangat dibutuhkan masy-
arakat untuk sawah, kebun, 

dan ternak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Erwin me-

negaskan tidak akan mem-
berikan rekomendasi atau 
persetujuan atas usulan izin 
pertambangan rakyat (IPR) 
baru di wilayah Desa Ka-
yuboko maupun Desa Air 
Panas selama masa kepe-
mimpinannya.

“Saya tidak akan izinkan 
lagi usulan baru selama saya 
menjabat sebagai bupati,” 
tegasnya.

Dalam kunjungannya, 
Bupati Erwin juga menden-
garkan langsung keluhan 
masyarakat Desa Air Pa-

nas yang terdampak banjir 
akibat aktivitas tambang 
di hulu Kayuboko. Warga 
mengeluhkan rusaknya la-
han kebun, sawah, hingga 
rumah akibat luapan air 
dan lumpur dari bekas area 
tambang.

Menanggapi hal itu, Er-
win meminta Kepala Desa 
Air Panas untuk segera 
mendata seluruh kerugian 
masyarakat. Ia berencana 
mengundang pihak koperasi 
tambang untuk duduk ber-
sama mencari solusi, terma-
suk perbaikan saluran air 
dan kompensasi bagi warga 

terdampak.
“Saya sudah minta kepala 

desa mendata semua keru-
gian masyarakat. Nanti kita 
panggil pihak koperasi un-
tuk mencarikan solusi agar 
tidak terjadi banjir lagi dan 
ada ganti rugi bagi masyara-
kat,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung 
jawab pemerintah daerah, 
Bupati Erwin juga berjanji 
akan mengalokasikan ang-
garan APBD tahun 2026 
untuk memperbaiki infrast-
ruktur dan menata kembali 
kawasan terdampak di Desa 
Kayuboko dan Air Panas. AJI

peti kemas meningkat dari 
71.092 box menjadi 76.858 
box pada tahun ini.

Peningkatan ini kata dia, 
menunjukkan bahwa aktivi-
tas logistik dan perdagangan 
di wilayah Sulawesi Tengah 
terus bergerak positif. 

“Pertumbuhan ini juga 
menandakan kepercayaan 
para pengguna jasa ter-
hadap kinerja operasional 
Pelindo yang semakin efi -
sien,” ujarnya di sela-sela 
kegiatan Port Visit Media, 
Selasa (14/10/2025).

ARUS KAPAL NAIK 28,64 PERSEN

Berdasarkan data kon-
solidasi hingga September 
2025, Chaerur Rijal juga 
menyebutkan bahwa arus 
kapal diukur dari Gross 
Tonnage (GT) mengala-
mi peningkatan signifi kan 
sebesar 28,64%, yaitu dari 
3.457.564 GT pada perio-
de yang sama tahun 2024 
menjadi 4.447.924 GT pada 
tahun 2025.

Dia mengatakan, kenai-
kan tersebut menjadi indi-
kator penting dari mening-
katnya mobilitas kapal ni-
aga, kapal curah, dan kapal 
penumpang yang melayani 
wilayah Sulawesi Tengah 

dan sekitarnya.
“Peningkatan arus kapal 

di Pantoloan menandakan 
pertumbuhan kepercayaan 
para pengguna jasa ter-
hadap kinerja pelabuhan. 
Hal ini juga menunjukkan 
bahwa pergerakan logistik 
di wilayah tengah Indone-
sia semakin aktif, seiring 
dengan naiknya permintaan 
komoditas,” ujarnya.

OPTIMALISASI LAYANAN DAN 
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

Chaerur Rijal menegas-
kan bahwa pihaknya akan 
terus melakukan berba-

gai langkah strategis untuk 
menjaga tren positif kinerja 
pelabuhan, antara lain me-
lalui digitalisasi layanan, 
peningkatan produktivitas 
bongkar muat, dan optima-
lisasi pemanfaatan fasilitas 
dermaga.

“Pelindo berkomitmen 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi daerah dengan 
menghadirkan layanan ke-
pelabuhanan yang terinte-
grasi, efi sien, dan transpa-
ran. Kami juga terus mem-
perkuat kerja sama dengan 
berbagai pihak, baik peme-
rintah daerah maupun pe-
laku usaha,” tutupnya. *WAN

Kota se-Sulteng.
Riset yang dilakukan ini 

bertujuan untuk meme-
takan sejauh mana pema-
haman dan implementasi 
nilai-nilai moderasi beraga-
ma di kalangan pelajar dan 
tokoh agama.

Responden riset ini me-
libatkan ratusan pelajar 
jenjang SMA sederajat serta 
para tokoh agama se-Sul-
teng.

Ketua FKUB Sulteng, 
Prof. Dr. KH. Zainal Abi-
din, M.Ag mengatakan 
pelaksanaan survey ini me-
rupakan bentuk komitmen 
FKUB Sulteng yang ingin 
program-program yang 
dilaksanakan dapat diukur 
pencapaiannya.

Sehingga pertanggung-
jawaban dari setiap pro-
gram FKUB Sulteng, jelas 
dan dapat dilihat hasil 
dari program yang telah 
dilaksanakan.

"Dari hasil survey ini 
saya kira kelihatan bahwa 
tidaklah sia-sia program 
FKUB Sulteng selama ini," 
jelas Prof Zainal Abidin 
usai menyimak pemaparan 
hasil survey yang dilaku-
kan di Sekretariat FKUB 
Sulteng, Senin malam 13 
Oktober 2025.

Hasil survey yang dila-
kukan FKUB Sulteng ini 
disambut baik Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kepala Kesbang-
pol Sulteng, Drs. Arfan, 
M.Si menyebut hasil riset 
ini sangat bermanfaat seba-

gai gambaran pemahaman 
moderasi beragama utama-
nya di kalangan pelajar dan 
tokoh agama.

Pemerintah Daerah lan-
jut Arfan, sangat men-
gapresiasi kerja-kerja yang 
telah dilakukan FKUB se-
lama ini.

Terlebih kinerja FKUB 
Sulteng, dapat dilihat ha-
silnya berdasarkan survey 
yang dilakukan seperti ini.

"Ini bisa jadi pegangan 
untuk kami. Pemerintah 
dan FKUB untuk melaku-
kan evaluasi kinerja se-
hingga terus melakukan 
perbaikan demi perbai-
kan," katanya.

Arfan juga mendorong 
agar ke depan, dilakukan 
pengumpulan data yang 
lebih luas. Sasarannya di-
perluas dengan menyasar 
masyarakat umum serta 
dengan makin memper-
banyak sampel responden 
yang dilibatkan.

"FKUB Sulteng terus 
jalan. Bantu pemerintah. 
Hasil survey ini bagus se-
kali bagi kami untuk men-
getahui tingkat moderasi 
beragama di daerah kita," 
ujarnya.

Ketua Tim Survey, Dr. 
Ubay Harun, S.Ag., M.S.I 
mengatakan tim survey 
yang dibentuk telah me-
lakukan survey sejak awal 
tahun 2025.

Pada triwulan pertama, 
survey dilakukan secara 
langsung di Kota Palu, 
Kabupaten Donggala, dan 

Kabupaten Sigi.
Pada triwulan kedua 

dan ketiga, survey juga 
dilakukan secara langs-
ung di Kabupaten Parigi 
Moutong, Kabupaten Poso, 
Kabupaten Tojo Una-una 
dan Kabupaten Banggai.

Sementara kabupaten 
lain pengumpulan data 
survey dilakukan secara 
online.

"Jumlah pelajar yang 
menjadi responden 470 
pelajar. Sementara untuk 
tokoh agama itu berjum-
lah 100 orang. Tersebar 
di 13 Kabupaten Kota," 
sebutnya.

Sekadar diketahui, sur-
vey yang dilakukan FKUB 
Sulteng ini melibatkan, 
Ilham Pakawaru, SE, M.SA. 
Ak sebagai tim ahli dari 
pihak eksternal agar pen-
golahan data dilakukan 
secara independen.

Dari data yang diolah, 
Ilham Pakawaru menye-
but jika upaya pembinaan 
moderasi agama yang dila-
kukan FKUB Sulteng men-
unjukkan keberhasilan.

"Tingkat moderasi berag-
ama di Sulawesi Tengah 
sangat tinggi, 92 persen. 
Sulawesi Tengah layak 
menjadi model praktik 
moderasi beragama di ka-
wasan Indonesia timur 
karena mampu menginte-
grasikan nilai keagamaan, 
nasionalisme dan kearifan 
lokal secara seimbang," 
demikian jelasnya.*WAN 

galaman, tapi lama kela-
maan kita mulai tahu (mo-
dus, red) cela-cela di lapan-
gan yang dimanfaatkan 
oleh para pengedar rokok 
ilegal. Kita memanfaatkan 
inteligen kami,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, 

Krisna memberikan pen-
getahuan terkait ciri-ciri 
rokok ilegal. Pertama, tidak 
memiliki pita cukai. Kedua, 
memiliki pita cukai palsu. 
“Ini dibuat sendiri! pasti 
ketahuan kalau yang bukan 
dibuat Peruri,” katanya. 

Ketiga, pita cukai yang 
salah – artinya, pita cukai 
yang semestinya diguna-
kan perusahaan A, lantas 
digunakan di perusahaan B. 
“Banyak cara para pengusa-
ha untuk menghindari pem-
bayaran cukai untuk merug-

ikan Negara. Semua pabrik 
rokok haruslah punya izin 
dari Bea Cukai,” katanya.

“Belilah rokok yang di-
lekati pita cukai, kalau ng-
gak ada pita pasti ilegal,” 
ujarnya menambahkan, RHT

yang beredar di pasar me-
menuhi ketentuan yang 
berlaku," tegasnya.

Adapun pemusnahan ba-
rang dilakukan dengan cara 
yang sesuai dengan pro-
sedur, yakni dengan cara 

dibakar dan dihancurkan, 
sehingga tidak bisa lagi di-
gunakan atau dimanfaatkan 
oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Proses 
pemusnahan ini turut dis-
aksikan oleh pihak terkait, 

termasuk aparat keamanan 
dan perwakilan instansi 
lainnya.

Dengan pemusnahan itu, 
diharapkan dapat membe-
rikan efek jera bagi para 
pelaku kejahatan yang men-

coba memanfaatkan celah 
dalam sistem pabean dan 
cukai, serta memperkuat 
kesadaran masyarakat akan 
pentingnya kepatuhan ter-
hadap ketentuan yang ber-
laku. */RHT

SULTENG RAYA  – PT 
Pelabuhan Indonesia (Per-
sero) atau Pelindo Regional 
4 menggelar kegiatan Port 
Visit yang melibatkan se-
jumlah jurnalis dari berbagai 
media di Makassar dan Palu. 
Kegiatan  ini untuk menyak-
sikan secara langsung ak-
tivitas operasional di pela-
buhan utama yang menjadi 
gerbang logistik Provinsi 
Sulawesi Tengah sekaligus 
membangun transparansi 
dan memperkuat hubun-
gan dengan media, Selasa 
(14/10/2025).

 Executive Director 4 Pe-
lindo Regional 4, Abdul 
Azis, menjelaskan bahwa 
kegiatan port visit ini me-
rupakan bagian dari stra-
tegi komunikasi korporat 

Pelindo dalam membangun 
keterbukaan informasi kepa-
da publik dan media.

“Media memiliki peran 
strategis dalam menyam-
paikan perkembangan du-
nia kepelabuhanan kepada 
masyarakat. Melalui kegi-
atan seperti ini, kami ingin 
menunjukkan bahwa trans-
formasi Pelindo pascamer-
ger benar-benar memberi 
dampak positif hingga ke 
wilayah timur Indonesia, 
termasuk di Pelabuhan Pan-
toloan,” ungkap Abdul Azis.

Menurutnya, sinergi anta-
ra Pelindo dan media bukan 
sekadar hubungan publi-
kasi, melainkan kolaborasi 
untuk memperkuat pema-
haman publik tentang fungsi 
pelabuhan sebagai simpul 

penting rantai logistik na-
sional. 

“Kami ingin media me-
lihat langsung bagaimana 
proses bongkar muat, pela-
yanan kapal, hingga penge-
lolaan terminal dilakukan 
dengan standar keamanan 
dan efisiensi tinggi,” lan-
jutnya.

Sementara itu, General 
Manager Pelindo Regional 
4 Pantoloan, Chaerur Rij-
al, menyampaikan bahwa 
Pelabuhan Pantoloan terus 
mengalami peningkatan 
kinerja baik dari sisi arus 
peti kemas, arus barang non 
peti kemas, maupun arus 
penumpang.

Dia menjelaskan bahwa 
pertumbuhan aktivitas ini 
tak lepas dari meningkat-

nya mobilitas logistik di 
kawasan Sulawesi Tengah 
yang didukung sektor per-
tambangan, pertanian, dan 
perdagangan.

“Sejauh ini, kami terus 
berupaya memperkuat ka-
pasitas layanan dan infra-
struktur di Pelabuhan Pan-
toloan,” ujar Chaerur Rijal.

Dalam sesi kunjungan 
lapangan, para jurnalis dia-
jak berkeliling ke sejumlah 
titik operasional, mulai dari 
Terminal Peti Kemas hing-
ga Terminal Penumpang. 
Kegiatan port visit ini juga 
diisi dengan dialog interak-
tif antara jajaran manajemen 
Pelindo Regional 4 dan Pe-
lindo Regional 4 Pantoloan 
dengan awak media.

Diketahui, Pelabuhan 

PELINDO REGIONAL 4 

Ajak Jurnalis Lihat Langsung Operasional 
Pelabuhan Pantoloan

KEGIATAN Port Visit yang dilaksanakan Pelindo Regional 4 di Pelabuhan Pantoloan, Selasa (14/10/2025). FOTO: IRWAN

Pantoloan memiliki posisi 
penting sebagai hub uta-
ma logistik untuk wilayah 
Sulawesi Tengah dan seki-
tarnya, melayani arus ba-
rang dari dan ke Makassar, 
Balikpapan, Surabaya, serta 
beberapa pelabuhan di wila-
yah timur Indonesia bahkan 
hingga ke luar negeri.

Selain itu, Pantoloan juga 
berperan dalam mendu-
kung distribusi bantuan dan 
barang kebutuhan pokok, 

terutama pada situasi tang-
gap darurat seperti pasca-
bencana.

“Pantoloan bukan hanya 
pelabuhan komersial, tetapi 
juga punya nilai strategis 
dalam mendukung ketaha-
nan logistik wilayah,” tam-
bah Abdul Azis.

Dia menegaskan bahwa 
peningkatan kualitas lay-
anan di Pantoloan menjadi 
bagian dari upaya Pelindo 
mewujudkan pelabuhan 

yang efi sien, aman, dan ber-
daya saing global di seluruh 
Regional 4.

“Kami berharap kegiatan 
ini menjadi jembatan komu-
nikasi yang lebih erat. Media 
adalah mitra strategis Pelin-
do dalam membangun citra 
positif sekaligus memberi-
kan edukasi kepada masy-
arakat tentang pentingnya 
pelabuhan bagi perekono-
mian daerah dan nasional,” 
tutur Abdul Azis. *WAN

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah (Sulteng), 
menekankan pelaksanaan 
verifi kasi untuk penerima 
bantuan rumah maupun 
hunian tetap (huntap) ke-
pada masyarakat dilakukan 
secara transparan.

"Saya sudah sampaikan 
ke Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Sigi 
untuk melakukan verifi kasi 
yang transparan terhadap 
masyarakat penerima ban-
tuan," kata Bupati Sigi Moh 
Rizal Intjenae saat ditemui 
awak media di Desa Bora, 
Selasa.

Ia meminta Disperkim 
setempat agar segera mela-
kukan verifi kasi ke lapan-
gan pada pekan ini.

"Sudah saya perintah-
kan mulai hari ini Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman harus turun 
ke masyarakat dengan me-
nekankan transparansi ter-
sebut," ucapnya.

Ia menuturkan program 
bantuan rumah kali ini 
tidak ada hubungannya 
dengan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana 
gempa bumi dan tsunami 
2018 silam.

"Tentunya ini merupa-
kan upaya pemerintah 
daerah agar masyarakat 
di Kabupaten Sigi yang 
belum pernah tersentuh 
bantuan dari rehabilitasi 
dan rekonstruksi seperti 
tidak mendapatkan dana 
stimulan maupun hunian 
tetap (huntap) agar bisa 
diakomodir," ujarnya.

Menurut dia, nantinya 
verifi kasi yang dilakukan 
Disperkim akan dilaku-
kan secara ketat sehingga 

Pemkab Sigi: Verifi kasi 
Penerima Bantuan Rumah 

Dilakukan Transparan

bantuan rumah itu tepat 
sasaran.

"Data dan laporan yang 
dimasukkan masyarakat 
ke Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
Sigi  akan diverif ikasi 
kembali untuk memasti-
kan agar bantuan rumah 
maupun huntap itu tepat 
sasaran diberikan kepada 
masyarakat yang sama 
sekali belum tersentuh re-
habilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana gempa bumi 
dan tsunami," katanya.

Bupati menyebutkan 
saat ini fokus pemerintah 
daerah untuk memban-
tu warga yang rumahnya 
rusak akibat bencana gem-
pa pada 2018, namun tidak 
mendapatkan bantuan tem-
pat tinggal sebelumnya.

"Jadi, fokus pemerin-
tah ini membantu rumah 
warga yang rusak akibat 
bencana bukan bagi-bagi 
rumah, sehingga memang 
warga itu harus memiliki 
aset tapi rusak berat atau 
hilang akibat likuifaksi un-
tuk selanjutnya itu yang di-
ganti pemerintah," ujarnya.

Rizal menjelaskan pro-
gram bantuan rumah itu 
untuk korban bencana 
gempa dan tsunami di 
Kabupaten Sigi merupa-
kan kolaborasi serta kerja 
sama dengan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah.

"Keinginan kami hanya 
untuk membantu masya-
rakat yang hingga saat ini 
belum mendapatkan ban-
tuan huntap maupun dana 
stimulan, termasuk Disper-
kim melakukan sosialisasi 
kepada warga itu per desa 
tentang kriteria yang layak 
mendapatkan bantuan ter-
sebut," tuturnya.

Diketahui data sementa-
ra yang dimasukkan oleh 
masyarakat ke Dinas Peru-
mahan dan Kawasan Per-
mukiman Sigi mencapai 
4.294 kepala keluarga.

Berdasarkan data Ke-
m e n t e r i a n  P e k e r j a a n 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) serta Peme-
rintah Provinsi (Pemprov) 
Sulteng, total rumah rusak 
di Kabupaten Sigi pada 
bencana 2018 mencapai 
30.538 rumah. ANT

BUPATI Sigi Moh Rizal Intjenae saat menyampaikan agar Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat melakukan ve-
rifi kasi transparan guna mendapatkan penerima bantuan rumah 
tepat sasaran, Selasa (14/10/2025). FOTO: ANTARA/MOH SALAM
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Ketujuh peserta tersebut 
terdiri dari tiga laki-laki dan 
empat perempuan yang te-
lah dinyatakan lulus seleksi 
dan memenuhi seluruh kri-
teria untuk mengikuti diklat 
periode Oktober hingga 
Desember 2025.

Kepala Dinas Koperasi, 
UMKM, dan Tenaga Kerja 
Kota Palu, Setyo Susanto, 
dalam laporannya men-
jelaskan bahwa program 
ini merupakan bagian dari 
persiapan bagi tenaga kerja 
asal Kota Palu untuk bekerja 

di Jepang dengan skema 
Specified Skilled Worker 
(SSW), bukan lagi program 
magang seperti sebelumnya.

“Karena ini persiapan 
bukan lagi magang, tetapi 
SSW yang kontraknya lima 
tahun. Tesnya juga lebih 
kompleks, tidak hanya me-
dical checkup, tetapi men-
cakup aspek kemampuan 
fi sik, mental, dan kesiapan 
kerja. Awalnya yang men-
daftar lebih dari 100 orang, 
kemudian yang lolos 25 
orang. Setelah tes lanjutan, 

SULTENG RAYA- Wakil 
Wali Kota Palu, Imelda Lili-
ana Muhidin, menjadi salah 
satu narasumber dalam Se-
minar Regional yang dige-
lar oleh Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Universitas Tadula-
ko, Kota Palu, pada Senin 
(13/10/2025).

Seminar dengan tema 
“Keterlibatan Perempuan 
dalam Dunia Politik" ini 
menghadirkan sejumlah 
tokoh penting, di antaranya 
Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah,  Reny A. Lamadjido 
dan Kaprodi Administrasi 
Politik FISIP UNTAD, Dr. 
Intam Kurnia, M.Si.

Dalam kesempatan terse-
but, Wakil Wali Kota Imelda 
berbagi pengalaman priba-
dinya dalam menapaki du-
nia politik, terutama ketika 
mengikuti kontestasi pemi-
lihan Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota Palu.

Wakil Wali Kota Imelda 

menceritakan perjalanan 
politiknya pada tahun 2021, 
saat pertama kali maju se-
bagai calon Wali Kota Palu. 

Dari empat pasangan ca-
lon yang bertarung saat itu, 
Wakil Wali Kota Imelda 
menjadi satu-satunya calon 
Wali Kota perempuan perta-
ma dalam sejarah Kota Palu.

"Saat itu saya berada di 
posisi kedua, setelah Wali 
Kota Hadianto, dan berha-
sil mengalahkan dua calon 
laki-laki lainnya,” ungkap 
Wakil Wali Kota Imelda 
di hadapan para peserta 
seminar.

Lebih lanjut, wakil wali 
kota juga mengisahkan ki-
prahnya pada Pemilihan 
Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota Palu tahun 2024, di 
mana dirinya berpasangan 
dengan Hadianto Rasyid 
dan berhasil memenangkan 
kontestasi politik tersebut. 
Pasangan ini kemudian di-
lantik untuk memimpin 
Kota Palu periode 2025–

2030.
Dalam paparannya, Wakil 

Wali Kota Imelda mene-
gaskan bahwa keterlibatan 
perempuan dalam dunia 
politik bukan hanya tentang 
representasi gender, teta-
pi juga tentang kontribusi 
nyata dalam proses pengam-
bilan kebijakan publik dan 
pembangunan daerah.

"Perempuan harus berani 
mengambil peran, bukan 
hanya sebagai pelengkap, 
tetapi sebagai bagian pen-
ting dari proses perubahan 
dan kemajuan bangsa,” ujar 
wakil wali kota.

Seminar yang berlangs-
ung interaktif ini mendapat 
antusiasme tinggi dari ma-
hasiswa dan peserta yang 
hadir. 

Kegiatan tersebut menjadi 
ruang refl eksi sekaligus in-
spirasi bagi generasi muda, 
khususnya perempuan, un-
tuk berani berpartisipasi 
aktif dalam dunia politik 
dan pemerintahan.ABS

WAWALI Imelda Liliana Muhidin memberi penguatan pada seminar BEM Fisip Untad,Senin 
(13/10/2025). FOTO PPID KOMINFO PALU

Wawali Imelda Menjadi 
Pemateri Seminar BEM Fisip

KUNJUNGAN peserta Diklat Bahasa dan Budaya Jepang dari ISO Jepang, Selasa (14/10/2025). FOTO:PPID KOMINFO PALU

Tujuh Anak Palu Ikut ISO Jepang

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadianto 
Rasyid, secara simbolis melepas tujuh peser-
ta yang akan mengikuti Diklat Bahasa dan 
Budaya Jepang dari ISO Jepang, pada Selasa 
(14/10/2025) di ruang kerjanya.

hanya 13 yang lulus, dan 
setelah seleksi IGRA, tersisa 
7 orang yang benar-benar 
siap,” ungkap Setyo.

Kadis menambahkan, 25 
peserta lainnya yang sempat 
lolos di tahap awal masih 
akan mendapatkan prioritas 
untuk program berikutnya 
pada tahun 2026.

“Tes IGRA ini lebih ba-
nyak menilai kondisi fi sik 
dan mental peserta. Kalau 
aspek-aspek ini bisa diper-
baiki, maka mereka akan 
menjadi prioritas untuk 
tahun depan,” jelas Kadis.

Sementara itu, Wali Kota 
Palu, Hadianto Rasyid, 
dalam arahannya berpesan 
agar seluruh peserta be-
nar-benar serius mengikuti 
pelatihan bahasa dan buda-
ya Jepang tersebut.

“Manfaatkan kesempatan 

ini dengan sebaik-baiknya. 
Pelajari budaya dan etos 
kerja Jepang dengan sung-
guh-sungguh, karena ini 
bukan hanya tentang beker-
ja, tapi juga tentang mem-
bawa nama baik Kota Palu 
di kancah internasional,” 
ujarnya.

Para peserta yang nan-
tinya berhasil bekerja di 
Jepang akan menjalani kon-
trak selama lima tahun den-
gan penghasilan berkisar 
antara Rp19 juta hingga 
Rp22 juta per bulan.

Program ini menjadi salah 
satu upaya Pemerintah Kota 
Palu dalam memperluas 
peluang kerja bagi gene-
rasi muda, sekaligus me-
ningkatkan kualitas sumber 
daya manusia (SDM) agar 
mampu bersaing di tingkat 
global.ABS

Saat ini, rasio jumlah pen-
duduk dengan ketersediaan 
dokter di Sulteng masih jauh 
dari ideal. Berdasarkan data 
terbaru, jumlah penduduk 
Sulteng mencapai sekitar 3,1 
juta jiwa, sementara jumlah 
dokter baik umum maupun 
spesialis baru sekitar 1.700 

orang. Padahal, rasio ideal 
yang direkomendasikan 
oleh standar pelayanan ke-
sehatan nasional adalah satu 
dokter untuk setiap seribu 
penduduk. Artinya, Sulteng 
masih kekurangan sedi-
kitnya 1.400 dokter untuk 
mencapai standar minimal.

FOTO bersama usai peluncuran Fakultas Kedokteran Unismuh Palu. FOTO: AMILUDDIN

FK Unismuh Palu Diharapkan Jawab 
Kekurangan Dokter di Sulawesi Tengah

SULTENG RAYA – Kepala Lembaga Lay-
anan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 
XVI, Munawir Sadzali Razak berharap, keha-
diran Fakultas Kedokteran (FK) Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) Palu menjadi so-
lusi dan menjawab kebutuhan tenaga dokter 
di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Munawir menilai, kondisi 
ini bukan sekadar masalah 
angka, tetapi menyangkut 
pemerataan dan kemandi-
rian sumber daya manusia 
di bidang kesehatan. “Kalau 
kita lihat, rasio ideal dokter 
di Indonesia itu 1: 1.00 pen-
duduk. Di Sulawesi Tengah 
dengan populasi sekitar 3,1 
juta jiwa, idealnya ada 3.100 
dokter. Sekarang baru seki-
tar 1.700,” ujar Munawir di 
sela kegiatan peresmian Fa-
kultas Kedokteran Unismuh 
Palu, Senin (13/10/2025).

Munawir menambahkan, 
sebagian besar tenaga me-
dis masih terkonsentrasi 
di kota-kota besar di Pulau 
Jawa. Sementara wilayah 
Indonesia bagian timur se-
perti Sulawesi, Maluku, dan 
Papua masih menghadapi 
keterbatasan tenaga dokter. 
Karena itu, perluasan ak-
ses pendidikan kedokteran 
di luar Pulau Jawa menja-
di langkah penting untuk 
memperkecil kesenjangan 
tersebut.

“Saat ini di Palu sudah ada 
dua program studi kedok-
teran yang berjalan, yakni 
di Universitas Tadulako 
(Untad) dan Universitas 
Alkhairaat (Unisa). Keha-
diran Fakultas Kedokteran 
Unismuh Palu sebagai 
yang ketiga, kita harapkan 
menambah pilihan bagi 

masyarakat sekaligus mem-
perluas akses pendidikan 
kedokteran di daerah ini,” 
jelasnya.

Menurut Munawir, pem-
bukaan FK Unismuh Palu 
merupakan bagian dari upa-
ya memperkuat kemandiri-
an daerah dalam mencetak 
tenaga kesehatan yang kom-
peten. Hal ini diharapkan 
dapat berkontribusi langs-
ung terhadap peningkatan 
pelayanan kesehatan dan 
pemerataan dokter di se-
luruh kabupaten/kota di 
Sulawesi Tengah.

“Kehadiran Fakultas Ke-
dokteran di Unismuh Palu 
adalah langkah strategis 
untuk memperkecil kesen-
jangan tenaga dokter di 
kawasan timur Indonesia,” 
ujarnya menegaskan.

Sementara itu, Direktur 
RSUD Undata Palu, drg. 
Hery Mulyadi, mengung-
kapkan bahwa kekuran-
gan tenaga dokter masih 
menjadi persoalan serius di 
Sulawesi Tengah, terutama 
di wilayah pedalaman dan 
kepulauan. Menurutnya, 
masih banyak Puskesmas di 
daerah yang belum memiliki 
dokter tetap.

“ B a n y a k  P u s k e s m a s 
yang ada di daerah-daerah 
terpencil belum memili-
ki dokter. Alhamdulillah, 
dengan hadirnya Fakultas 

Kedokteran Unismuh Palu, 
Insyaallah bisa memenuhi 
kebutuhan tenaga dokter 
di Sulawesi Tengah,” tutur 
Hery.

Hery menegaskan, den-
gan semakin bertambahnya 
perguruan tinggi yang mem-
buka fakultas kedokteran, 
peluang bagi putra-putri 
daerah untuk menempuh 
pendidikan di bidang me-
dis menjadi lebih terbuka. 
Dalam jangka panjang, hal 
ini akan berdampak pada 
peningkatan kualitas lay-

anan kesehatan masyarakat 
hingga ke pelosok desa.

Ia juga berharap keha-
diran FK Unismuh Palu 
dapat menjalin kerja sama 
yang erat dengan rumah 
sakit dan fasilitas kesehatan 
di daerah, agar mahasiswa 
kedokteran bisa mendapat-
kan pengalaman praktik 
langsung sesuai kebutuhan 
lapangan.

Lebih lanjut kata Hery, 
dengan berdirinya Fakul-
tas Kedokteran Unismuh 
Palu, Sulawesi Tengah kini 

memiliki tiga lembaga pen-
didikan kedokteran yang 
siap mencetak tenaga medis 
baru. Kehadiran ini menjadi 
harapan baru bagi masyara-
kat yang selama ini kesulitan 
mendapatkan layanan kese-
hatan di daerah terpencil.

“Kami berharap lulusan 
kedokteran Unismuh Palu 
kelak tidak hanya kompeten, 
tetapi juga memiliki kepedu-
lian sosial untuk mengab-
di di daerah-daerah yang 
masih kekurangan tenaga 
dokter,” harap Hery. ENG


